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Abstract
Anhar Gazali (E111 10 272), with the title thesis of voter behavior in
Indonesia in the year mayor 2013. Under the guidance of Muh.
Kausar Bailusy, as mentor I and A. Ali Armunanto, as mentor II.
The preparation of this thesis aims to select the behavior of people
in Indonesia in determining the mayor of 2013 in determining his political
choice. The reform era brought about a rapidly changing democratization
in politics in the country. This can be seen in the ethnic Chinese
community who have the right of choice and the right of choice and have
an open opportunity for ethnic Chinese to play an active role in the politics
of the homeland. Of course it is very interesting to examine the behavior of
the Chinese community and what factors influence it.
This research uses qualitative method with. Data collection by
observation, using interview techniques in understanding the problem
under study. Primary data through secondary data informants comes from
books, journals, newspapers, magazines. This research was conducted in
Parepare city, South Sulawesi.
The results of this study indicate the tendency of voter behavior.
Tionghoa in the mayoral election in Parepare that is as rational voters,
critical voters, traditional voters and skeptical voters. But ethnic Chinese
voters are more toward rational voters because they consider the vision
and mission program of the candidate. A strong standpoint makes a
logical choice with the clarity of profit against its choice.
Keywords: voter behavior, ethnic Chinese, general election.
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Abstraksi
Anhar Gazali (E111 10 272), dengan judul skripsi perilaku pemilih
etnis Tionghoa di Parepare pada pemilihan walikota tahun 2013.
Dibawah bimbingan Muh. Kausar Bailusy, selaku pembimbing I dan
A. Ali Armunanto, sebagai pembimbing II.
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku
pemilih masyarakat etnis tionghoa di parepare dalam pemilihan walikota
tahun 2013 dalam menentukan pilihan politiknya. Era reformasi membawa
perubahan demokratisasi yang begitu cepat pada perpolitikan di tanah air.
hal ini dapat dilihat pada masyarakat etnis Tionghoa yang mempunyai hak
dipilih dan hak memilih serta mempunyai kesempatan terbuka bagi etnis
Tionghoa untuk berperan aktif di dalam perpolitikan tanah air. Tentunya
sangat menarik untuk menkaji perilaku dari masyarakat dari etnis
Tionghoa serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif analisis. Pengumpulan data berupa observasi, menggunakan
teknik wawancara mendalam dalam memahami masalah yang diteliti.
Data primer melalui informan data sekunder berasal dari buku-buku,
jurnal, koran, majalah. Penelitian ini dilaksanakan di kota Parepare,
Sulawesi selatan.
Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan perilaku pemilih
etnis Tionghoa dalam pemilihan walikota di Parepare yaitu sebagai
pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Tapi
pemilih etnis Tionghoa lebih ke arah pemilih rasional karena
mempertimbangankan program visi dan misi calon tersebut. Pendirian
yang kuat membuat pemilih sulit dipengaruhi membuat cenderung berpikir
logis dengan mempertimbangkan untung rugi yang terhadap pilihannya.
Kata Kunci : perilaku pemilih, etnis tionghoa, pemilihan umum.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sistem demokrasi di Negara Indonesia pada dasarnya memiliki
tujuan sebagai penampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga
terciptanya suatu mekanisme dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk
menciptakan sebuah sistem yang berdemokrasi dibutuhkan sistem
pemilu (pemilihan umum) yang bebas dan rahasia sehingga pada
akhirnya segala bentuk kebebasan yang merupakan ciri Negara
demokrasi dapat terwujud sebagaimana yang di cita-citakan.
Pemilihan umum pada sebuah Negara demokrasi merupakan
instrumen penting untuk melihat sudah demokratis atau tidaknya suatu
Negara. Pemilihan umum dilaksanakan dari tingkat pusat maupun tingkat
daerah sehingga segala aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah
Indonesia tertampung untuk tingkat pusat yaitu secara nasional.
Selanjutnya pemilu di daerah juga meliputi kepala daerah maupun
anggota legislatif.
Bentuk keikutsertaan, merupakan proses yang melibatkan seluruh
warga negara termasuk melibatkan pihak-pihak dari kelompok sosial
manapun. Dalam kelompok-kelompok sosial tersebut terdapat
seperangkat norma, nilai dan gagasan yang berlaku dan tersosialisasikan
melalui proses yang panjang. Hal inilah yang nantinya berpengaruh
terhadap preferensi dan perilaku politik.
2Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk
mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik Indonesia. Selain itu
juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa
terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan
salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah
telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini
telah sampai pada taraf otonomi individu.
Argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada
adalah dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki
kualitas dan akuntabilitas, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan
stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal dan dengan
Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas
kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya
pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.
Secara sistematis dan konsisten, rezim orde baru telah
membatasi, menekan dan menghancurkan hak-hak politik etnis tionghoa
dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang sangat
mengucilkan etnis tionghoa di Indonesia menjadi a politics sehingga tidak
ada lagi representasi efektif etnis Tionghoa di pemerintahan maupun di
badan legislatif pada waktu itu. Peluang bisnis justru diberikan kepada
sekelompok kecil saja etnis Tionghoa sehingga tercipta golongan
konglomerat dari Etnis Tionghoa yang dianggap sebagai golongan
oportunis, hanya memperkaya dirinya tanpa memperdulikan nasib
3masyarakat di sekitarnya, sehingga timbul anggapan stereotype
sebagaimana dideskripsikan kaum kolonial bahwa etnis tionghoa telah
menyebabkan kemiskinan.
Ketika Soeharto berkuasa pada tahun 1996, ia melonggarkan
larangan terhadap aktivitas ekonomi etnis tionghoa, tetapi pada saat
yang sama, ia mengintensifkan berbagai usaha asimilasi budaya. Semua
sekolah Cina dilarang, penggunaan bahasa cina tidak dianjurkan dan
penerbitan dalam bahasa Cina dilarang masuk ke Indonesia. Tidak hanya
imigrasi orang Tionghoa saja yang dihentikan, tetapi juga etnis Tionghoa
diimbau untuk memakai nama-nama yang terdengar seperti nama
Indonesia.1
Reformasi pun terjadi dan penggulingan rezim orde baru telah
membuat entis tionghoa di Indonesia seakan mendapatkan angin segar.
Meskipun demikian tetap saja masih ada ketakutan tersendiri bagi etnis
Tionghoa untuk mencampuri urusan Politik, dikarenakan yang terjadi saat
Mei 1998 dimana Etnis Tionghoa juga menjadi sasaran kerusuhan,
seakan pemerintah yang membiarkan dan gerakan kelompok
kepentingan lain.
Hal ini menimbulkan rasa takut dan enggan sebagian besar etnis
Tionghoa untuk berpolitik, akan tetapi Politik Etnik mulai muncul untuk
mempertahankan etnisnya dalam mempertahankan identitas social di
Indonesia. Setelah etnis Tionghoa memasuki wilayah politik yang dulunya
1 Leo Suryadinata, Pribumi indonesians, the chinese minority and china, kuala Lumpur dan
Singapura, Heinemann, 1986), hal. 145-164.
4bentuk partisipasi etnis Tionghoa pada saat itu hanya memiliki hak
memilih dan tidak berhak untuk dipilih, kemudian Pada tanggal 16
september 1998 presiden Bj Habibie mengeluarkan inpres No.26/1998
yang isinya menghapus istilah masyarakat pribumi dan masyarakat non
pribumi, sehingga ada kesetaraan antara etnis Tionghoa dan Pribumi
mulai saat itu.
"Lahir di Indonesia, Besar di Indonesia menjadi Putra-Putri
Indonesia" adalah semboyan yang untuk pertama-kalinya
dikumandangkan Kwee Hing Tjiat di Semarang sejak tahun 1933-1934.
Dan semboyan ini benar-benar menjadi keyakinan-hidup Siauw Giok
Tjhan sejak masa muda, berjuang menjadi putra terbaik Indonesia yang
tidak ada bedanya dengan putra-putra Indonesia bersuku lainnya dalam
usaha dan memperjuangkan kemerdekaan dan kebahagiaan hidup
bersama2.
Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi.
Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam
melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak
menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung
dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan
wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004.
2https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1689464/Peranan-Sosial,-Politik-dan-
ekonomi-WNI-Keturunan-Tionghoa-di-Indonesia
5Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu
pelaksanaan, akan tetapi masih dapat dikatakan sukses.
Era reformasi membawa perubahan demokratisasi yang begitu
cepat pada perpolitikan di tanah air. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat
etnis Tionghoa, Pada masa rezim pak soeharto etnis Tionghoa hanya
memiliki hak memilih dan tidak berhak untuk memilih, dan pada saat ini
mereka mempunyai hak dipilih dan hak untuk memilih. Pemilu
memberikan kesempatan terbuka bagi etnis tionghoa untuk berperan aktif
didalam perpolitikan tanah air.
Setelah runtuhnya orde baru telah terjadi perubahan yang
mendasar dalam pemilihan umum. Dimana telah diterapkan system
pemilihan langsung. Hal yang cukup menarik berkaitan dengan
perubahan mendasar pada sistem pemilihan umum ini adalah dinamika
yang terjadi pada perilaku pemilih. Maraknya pemilu, baik itu menyangkut
pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif
baik itu DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan, membuat
dinamika perilaku pemilih sangat menarik untuk diamati.
Karena dengan terjadinya perubahan pada sistem pemilu, telah
menjadikan suara pemilih menjadi salah satu faktor yang penting dalam
menentukan siapa yang akan terpilih pada berbagai proses kontestasi
pemilu tersebut. Dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya pemilih hanya
menjadi salah satu indikator dari demokrasi prosedural. Sehingga dengan
fenomena ini, yang cukup menarik juga untuk diteliti adalah, apakah
6dengan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem pemilu ini
berpengaruh cukup signifikan terhadap political engagement masyarakat.
Dan apakah, perubahan mendasar tersebut cukup signifikan
meningkatkan partisipasi masyarakat atau justru sebaliknya.
Pemilihan kepala daerah di tingkat lokal merupakan proses
penggantian pemimpin daerah yang dilakukan melalui pemilihan secara
langsung. Mekanisme pemilihan langsung tersebut merupakan sesuatu
yang dapat dikatakan baru dalam sistem pilkada pada era saat ini
padahal pada era sebelum reformasi yaitu pada tahun 1998 menganut
sistem dimana kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD secara tertutup.
Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya transparansi, penuh
rekayasa dan tidak mendasar pada nilai-nilai demokrasi. Perubahan
terhadap mekanisme dalam pemilihan umum di tingkat lokal/daerah
ternyata membawa dampak terhadap perubahan  perilaku  pemilih.
Perilaku yang rasional pada dasarnya sudah tergolong didalamnya
praktik-praktik transaksional atau jual beli suara di mana pemilih mulai
menghitung imbalan dari suara yang diberikan.
Walaupun untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai alat
ukur keberhasilan demokrasi masih cukup debatable. Ketertarikan
masyarakat untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan
dengan politik ternyata sangat rendah, namun dibandingkan dengan yang
didapatkan apakah mereka akan turut serta dalam pemilu secara sadar
dan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain,
7ternyata sangat tinggi. Hal menggambarkan bahwa ternyata walaupun
political engagement masyarakat rendah namun keinginan untuk
berpartisipasi dalam pemilu cukup tinggi.
Perilaku masyarakat yang seperti itu, serta faktor-faktor yang
menyebabkan kenapa masyarakat bertindak seperti itu menjadi bahan
studi yang cukup menarik untuk di teliti. Karena seperti yang sudah
diungkapkan di atas, bahwa dengan terjadinya perubahan mendasar
pada sistem pemilu, masyarakat menjadi titik sentral sebagai faktor
penentu bagi partai ataupun kandidat, agar dapat memenangkan
kontestasi pemilu yang dilakukan.
Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa studi
tentang perilaku pemilih di Indonesia mendapatkan hambatan dalam
pengembangannya. Diantaranya adalah, Pemilu dalam kurun waktu lama
terutama masa Orba, tidak sungguh-sungguh menjadi tempat dimana
pemilih mengekspresikan & menentukan pilihan, karena  kebijakan fusi
parpol, penerapan massa mengambang pemberlakuan steril politik di
kalangan pemilih kota dan adanya money politics.
Memahami pilkada secara langsung merupakan suatu persoalan,
karena hal ini hanya sebagai bagian dari rezim otonomi daerah dan
bukan pada rezim pemilu. Secara konseptual, pilkada secara langsung
merupakan bagian dari pemilu. Hanya saja yang membedakannya
dengan pemilu legislatif dan presiden ialah terletak pada lokasinya saja.
8Dimana pilkada berada pada tingkat daerah, sedangkan pemilu legislatif
dan presiden berada pada skala tingkat nasional.
Perilaku politik seseorang dalam menyikapi pilkada ini bisa
berbeda-beda satu dengan yang lain. Beberapa hal yang telah dijelaskan
sebelumnya merupakan beberapa bentuk dari perilaku politik individu.
Ikut serta dan bergabung dalam partai politik juga merupakan bantuk dari
perilaku politik. Hal ini dikarenakan bahwa partai politik merupakan
sarana bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam proses
pengelolaan negara dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk negara.
Secara garis besar ada empat kelompok etnik yang mendiami kota
Parepare yaitu etnis bugis, makassar, mandar dan Tionghoa. Etnis
tionghoa sendiri telah lama ada di kota parepare sekitar 200 tahun silam.
Jarak antara warga keturunan Cina dengan warga pribumi di Kota
Parepare, jaraknya tidak bisa lagi diukur. Kehidupan mereka di tengah
masyarakat tidak punya lagi jarak pemisah. Mereka hidup membaur di
semua lini kehidupan sosial sehingga sulit dibedakan, mana warga
keturunan Cina dan mana warga pribumi.3
Dalam konteks negara yang meniscayakan pemilihan umum
secara langsung, maka faktor heterogenitas merupakan suatu komponen
yang perlu diperhatikan dan juga suatu kajian yang menarik. Terdapat
faktor geografis, demografi, sosial masyarakat dan juga kondisi
masyarakat secara kategorial. Pada pemilihan umum secara langsung,
3 http://www.pareparekota.go.id/kominfo/berita-dan-informasi--news-and-infoermation/wisata-
budaya/251-kehidupan-etnis-tionghoa
9selain dihadapkan oleh faktor sosial, terdapat pula kondisi atau
pengkategorian masyarakat yang sangat besar dalam hal kuantitas.
Sistem yang ada, mensyaratkan perolehan suara terbanyak dari suatu
proses pemilihan sebagai bentuk legitimasi masyarakat.
Pada tanggal 29 agustus 2013 yang lalu, masyarakat Parepare
telah melaksanakan pemilihan kepada daerah yang merupakan salah
satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan
kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan
wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya
dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum.
Perilaku pemilih dalam pemilihan walikota sangat penting,
dikarenakan apabila pelaksanaan pemilihan walikota itu berjalan sukses,
maka tentu saja perilaku pemilih itu sukses juga. Perilaku politik dan
partisipasi politik pemilih merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Perilaku politik pemilih merupakan aspek penting dalam
menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Hal yang
ingin ditekankan ialah bagaimana perilaku politik dalam pelaksanaan
kampanye, keikutsertaan dalam kepartaian dan juga proses voting
ataupun pemberian suara dalam pemilihan umum baik tingkat nasional
maupun tingkat lokal.
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Data DPT Pemilih di kecamatan ujung, Tahun 2013
Sumber: KPU Kota Parepare tahun 2017
Hasil rekapitulasi perhitugan pemilihan walikota dan wakil walikota
parepare tahun 2013
No
Pasangan Calon Walikota
Dan Wakil Walikota
Jumlah Suara
Kecamantan Ujung
1
Drs. H. Andi Babba Oddo
dan Syaifuddin La intang
263
2
H. Sjamsu Alam dan Drs.
H. Andi Darmawangsa
5132
3
H. A, Darma Setiawan,
S,sos dan Drs. H
Muhammad Rui, MM
358
4
H. Taqyuddin Djabbar,
S.sos dan Herman Katoe
5574
DESA/KELURAHAN
PEMILIH TPS
L P JML
LABUKKANG 2,565 2,673 5,237 16
MALLUSETASI 731 848 1,579 6
UJUNG SABBANG 1,261 1,499 2,760 9
UJUNG BULU 2,045 2,221 4,266 14
LAPADDE 4,447 4,891 9,338 26
11
SE
5
H. M. Taufan Pawe, SH,
MH dan Ir. H. Achmad
Faisal Sapada, SE, MM.
6369
Sumber: KPU Kota Parepare tahun 2017
Berdasarakan data awal yang yang diperoleh penulis masyarakat
kecamatan Ujung merupakan kecamatan yang paling banyak bermukim
etnis tionghoa. Etnis tionghoa banyak yang menggunakan hak pilihnya
dan ada juga yang tidak memberikan hak pilihnya. Walaupun sering
disebut kaum minoritas di parepare tapi sebagai warga yang baik harus
ikut andil dalam pemilukada. Kenapa hal itu terjadi dengan kita
mengetahui berbagai factor atau alasan yang mempengaruhi pemilih
maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam
upaya meningkatkan kualitas serta tingkat partisipasi pemilukada.
Dengan melihat uraian diatas, dengan mempertimbangkan sisi
signifikansi dari perilaku pemilih, maka penulis tertarik untuk meneliti
Perilaku Pemilih masyarakat Etnis Tionghoa di Parepare pada
pemilihan walikota tahun 2013?.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis
memfokuskan penelitian ini untuk dikaji lebih mendalam adalah:
a. Bagaimana perilaku masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilihan
walikota di kecamatan Ujung kota Parepare tahun 2013 ?
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih etnis Tionghoa dalam
dalam pemilihan walikota di kecamatan Ujung kota Parepare tahun
2013 ?
3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas, maka
tujuan penelitian ini sebaga berikut :
 Mendeskripsikan bagaimana perilaku pemilih terhadap
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah?
 Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku
pemilih dalam dalam memilih pasangan calon Kepala
daerah dan wakil Kepala Daerah.
4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan
manfaat praktis :
1. Manfaat akademis
Untuk memperkaya ilmu dan memberikan pemahaman bagi
pembaca mengenai etnis tionghoa di Kota Parepare.
2. Manfaat Praktis
 Memberikan informasi bagi peneliti lain terkait etnis
tionghoa khususnya di kota Parepare.
 Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar
sarjana ilmu politik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Di dalam bab tinjauan pustaka, penulis akan memaparkan konsep dan
teori yang berhubungan dengan pembahasan.
1. Perilaku Pemilih
Ramlan Surbakti (2010:167) mengemukakan, bahwa perilaku
politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan
kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat, kegiatan yang dilakukan
pada dasarnya dibagi dua yaitu fungsi- fungsi pemerintahan yang
dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh
masyarakat.
Kristiadi (1996:76) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai
keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan
umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional
pemilih atau disebut teori voting behavioral. Perilaku pemilih dalam
pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik4 berpendapat bahwa
perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal tidak dapat
dipisahkan.
Perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam
memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu. Sementara
perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti adalah “Aktivitas pemberian
4 Nelson, Samuel P. Huntington dan Joan, Partisipasi Politik di Negara Berkembang,
Jakarta, 1990. Hal 16
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suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan
keputusan untuk memilih dan tidak memilih (to vote or not to vote) di
dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat
tertentu”5. Dalam pelaksanaan pemilu di suatu negara ataupun dalam
pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah perilaku politik dapat
berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam
pelaksanaan pilkada6 perilaku memilih dapat dilihat dari beberapa
pendekatan, yaitu :
a. Pendekatan sosiologis,
Pendekataan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa
karakteristik social dan pengelompokkan pengelompokkan social
mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan
perilaku memilih. Pengelompokkan sosial ini misalnya berdasarkan
umur, jenis kelamin, agama, dianggap mempunyai peranan yang
cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih.
Untuk itu pemahaman terhadap pengelompokkan sosial baik
secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi
keagamaan, organisasi profesi dan sebagainya, maupun kelompok
informal seperti keluarga, pertemanan atau kelompok-kelompok kecil
lainnya.
Hal ini merupakan sesuatu yang vital dalam memahami
perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan
5 Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta. 1992
6 Ibid
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besar dalam bentuk sikap presepsi dan orientasi seseorang. Jadi
keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok social tertentu
dapatmempengaruhi seseorang didalam menentukan pilihannya pada
saat pemilu.
b. Pendekatan psikologis
Pendekatan psikologis adalah ilmu sifat dimana fungsi-fungsi
dan fenomena pikiran manusia dipelajari tingkah laku dan aktifitas
masyarakat di pengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik
mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu
politik berhubungan sangat dekat dengan psikologis. Pendekataan ini
menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis terutama
konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelas perilaku pemilih.
Para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh
kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagi produk
dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi
dari kepribadian dan merupakan variable yang menentukan dalam
perilaku politiknya.
c. Pendekatan Rasional
Pendekatan Rasional adalah menjelaskan bahwa kegiatan
memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak
hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat
mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari
alternative berupa pilihan yang ada.
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Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak
mencalokan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat
pemerintah, jadi pemilih, pertimbangan utung dan rugi digunakan
untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih,
terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak
ikut memilih7.
Perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain
dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau
tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)8.
Perilaku pemilih diklasifikasikan dalam empat jenis. Adapun empat
jenis perilaku pemilih tersebut adalah sebagai berikut9:
1. Pemilih Rasional
Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional (rational
voter), dimana pemilih memiliki orientasi tinggi pada policy-
problemsolving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih
dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau
calon kontestan dalamprogram kerjanya.
Ciri khas pemilih jenis ini adalah tidak begitu mementingkan
ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan.
Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan
7 Ibid
8 Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia, 2008 hal 136
9 Firmanzah, Marketing Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2007 hal 134
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psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang
signifikan.
Hal yang terpenting bagi jenis pemilih adalah apa yang bisa
dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan
dibandingkan faham dan nilai partai dan kontestan. Oleh karena itu,
ketika sebuah partai politik atau calon kontestan ingin menarik
perhatian pemilih dalam matriks ini, mereka harus mengedepankan
solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan,
sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan,
disintegrasi nasional, dan lain-lain.
Pemilih tipe ini tidak akan segan-segan beralih dari sebuah
partai atau seorang kontestan ke partai politik atau kontestan lain
ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan
permasalahan10.
2. Pemilih Kritis
Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya
orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan
dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya
orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya
ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai
atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah rational voter
untuk berpaling ke partai lain.
10 Ibid
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Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua
mekanisme. Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis
sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik dan kandidat
mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi
kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan.
Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu
dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan
baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang
melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.
Pemilih jenis ini akan selalu menganalisis kaitan antara sistem
nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga
kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai
ideologi dengan platform partai yaitu memberikan kritik internal,
frustasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan
karakteristik ideologi dengan partai lama.
Kritik internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan
sebuah kebijakan partai politik atau seorang kontestan. Ketika pemilih
merasa kritikannya tidak difasilitasi oleh mekanisme internal partai
politik, mereka cenderung menyuarakannya melalui mekanisme
eksternal partai, umpamanya melalui media massa seperti televisi,
radio, dan sebagainya. Frustasi merupakan posisi yang sulit bagi
pemilih jenis ini.
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Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau
seorang kontestan adalah yang paling sesuai dengan karakter
mereka, tapi di sisi lain mereka merasakan adanya ketidaksesuaian
dengan kebijakan yang akan dilakukan partai atau kandidat tersebut.
Biasanya pemilih ini akan melihat-lihat dahulu (wait and see) sebelum
munculnya ide kemungkinan yang ketiga, yaitu membentuk partai
baru.
Pembuatan partai biasanya harus dipelopori oleh tokoh-tokoh
yang tidak puas atas kebijakan suatu partai. Mereka memiliki
kemampuan untuk menggalang massa, ide, konsep, dan reputasi
untuk membuat partai tandingan dengan nilai ideologi yang biasanya
tidak berbeda jauh dengan partai sebelumnya.
3. Pemilih Tradisional
Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi
dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang
kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambulan
keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan
sosial-budayanya, nilai, asal-usul, faham, dan agama sebagai ukuran
untuk memilih suatu partai politik. Kebijakan semisal ekonomi,
kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, serta
pembangunan dianggap sebagai parameter kedua. Biasanya pemilih
jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos
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dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah
satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan
yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta
faham yang dianut.
4. Pemilih Skeptis
Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi
dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak
menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk
terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat
kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali.
Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka
melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan
bahwa siapapun dan partai apapun yang memenangkan pemilu tidak
akan bisa membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka
harapkan. Selain itu, mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan
sebuah partai politik atau seorang kontestan.
2. Streotip Etnis
Stereotipe adalah salah satu sumber ketegangan antarsuku bangsa di
Indonesia, yang masing-masing mempunyai latar belakang lingkungan
alam dan sosial-budaya sendiri. Water Lippman sampai saat ini dianggap
sebagai orang pertama yang merumuskan stereotip dan membahasnya
secara ilmiah dalam bukunya: Public Opinion, terbit tahun 1922. Sejak
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itulah stereotipe mendapatkan tempat dalam literatur ilmu-ilmu sosial, baik
sebagai konsekuensi maupun sebagai peramal tingkah laku manusia.
 Stereotip adalah salah satu mekanisme penyederhana untuk
mengendalikan lingkungan, karena keadaan lingkungan yang
sebenarnya terlalu luas, terlalu majemuk, dan bergerak terlalu
cepat untuk bisa dikenali dengan langsung.
 Streotipe merupakan opini atau persepsi mengenai masyarakat dari
suatu kelompok, dimana opini tersebut adalah berdasar bahwa
masyarakat tersebut merupakan kelompok tertentu. Kelompok-
kelompok tersebut biasanya disebut ingroup dan outgrup. Ingroup
terdiri dari beberapa orang yang ada di dalam suatu kelompok,
sementara outgrup terdiri dari orang-orang yang ada di luar
kelompok yang bersangkutan.
Stereotip Etnis adalah kepercayaan yang dianut bersama oleh
sebagian besar warga suatu golongan etnis tentang sifat-sifat khas dari
berbagai golongan etnis, termasuk golongan etnis mereka sendiri.
Definisi atau pengertian tentang Etnis:
 Istilah Etnis berasalah dari dunia pakar sosiologi dan antropologi di
beberapa negara. Etnis merupakan kata yang ”bersih untuk suka”
dalam situasi lain.
 Etnis menunjuk pada bahasa, agama, asal-usul daerah atau tempat
tinggal sekarang (domisil) atau warna kulit.
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 Etnis adalah dikenal sebagai suku bangsa (Suwarsih Warnean).
Kelompok etnis dalam konsep dasarnya sama dengan istilah suku
bangsa Indonesia dari sudut pandang kebangsaan yang melatar
belakangi perkembangan kebudayaan yang menyebabkan adanya
paroh (suku) bangsa dan istilah kelompok etnis lebih cenderung
dipakai di lingkungan akademik, terutama untuk membiasakan
pemakaiannya dengan konsep tentang kelompok-kelompok sosial
yang berkembang di lingkungan ilmu-ilmu sosial kebudayaan.
Ada empat unsur penting yang terkandung dalam defenisi stereotip etnis
ini, yang paling perlu di jelaskan lebih lanjut yakni :
1. Stereotip termasuk kategori kepercayaan.
2. Stereotip dianut bersama oleh sebagian besar warga suatu
golongan etnis. Sikap seseorang terhadap suatu golongan etnis,
yang ditentukan oleh jumlah nilai dari sifat-sifat khas yang
diatribusikan pada golongan etnis itu. Jadi, bila unsur konsensus
diabaikan, stereotip hanyalah atribusi sifat-sifat khas, sedangkan
sikap (attitude) merupakan nilai dari sifat-sifat khas yang
diatribusikan.
3. Sifat-sifat khas yang diatribusikan ada yang esensial dan ada yang
tidak.
4. Golongan etnisnya sendiri juga bisa dikenai stereotip yang
dinamakan "oto-stereotip".
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Permasalahan etnis Cina serta keturunannya telah menjadi salah
satu masalah yang selama puluhan tahun menjadi duri dalam daging di
tengah masyarakat Indonesia. Dalam sebuah masyarakat pasti terdapat
penggolongan. Untuk bisa merumuskan suatu penggolongan, kita
memerlukan kriteria. Kriteria yang sama akan suatu hal dapat membuat
seseorang dengan orang lainnya dimasukkan dalam golongan tertentu,
sedangkan perbedaan dalam kriteria tertentu dapat menjadikan ia “orang
luar” bagi golongan yang lain.
Hal ini terjadi pada etnis Cina di Indonesia. Persepsi atau
prasangka akan etnis Cina yang tersimpan di masyarakat selama puluhan
tahun terbukti menjadi kambing hitam yang membuat etnis Cina maupun
keturunannya menjadi “sasaran” kekerasan yang terjadi, contohnya saja
pada peristiwa Mei 1998.
Karena dianggap menguasai ekonomi, orang-orang yang tergolong
etnis Cina maupun yang cuma secara ‘fisik’ terlihat seperti etnis Cina
menjadi target kemarahan publik pada waktu itu. Ini membuktikan bahwa
prasangka akan etnis Cina tetap menjadi masalah penting yang sekaligus
juga menarik untuk dikaji. Apalagi berbagai perubahan terjadi dalam
struktur negara dan masyarakat Indonesia pasca 1998 yang ditandai
dengan “era reformasi”.
Perubahan yang bisa kita lihat paling nyata dalam konteks “budaya
Cina” misalnya adalah kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek.
Mungkinkah telah terjadi pula perubahan-perubahan pola pikir serta
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pandangan di dalam masyarakat, baik yang berasal dari golongan non-
etnis Cina maupun dari orang-orang yang digolongkan sebagai etnis Cina
itu sendiri. Perubahan pandangan sekecil apapun tentu dapat
mempengaruhi sikap dalam keseharian bermasyarakat dan hubungan
antar individu. Persepsi mengenai etnis keturunan Cina atau disebut juga
minoritas Tionghoa sudah memiliki sejarah perkembangan berpuluh-puluh
tahun lamanya. Persepsi ini dapat berubah-ubah sesuai kendala ekonomi
dan politis yang dihadapi.
Persepsi-persepsi pemimpin pribumi tentang minoritas Tionghoa
periode sebelum Perang Dunia II dan setelah Perang Dunia II, yakni
minoritas Tionghoa lebih bersifat ekslusif, dan secara ekonomis lebih kuat
walaupun belum ada persetujuan seberapa kuat ekonomi Tionghoa itu
sebenarnya, serta dianggap masih mempunyai hubungan dan semacam
kesetiaan dengan negara Cina11.
Sebagian orang Indonesia secara pribadi menerima orang
Tionghoa peranakan sebagai anggota penuh bangsa Indonesia, namun
kebanyakan tidak. Dari segi politik juga tampak bahwa kecuali PKI dan
partai kecil sayap kiri lainnya, semua unsur politik melakukan diskriminasi
keanggotaan terhadap etnis Cina.
11 Suryadinata, Leo 1984 Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta, Grafiti Pers, hlm.40.
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“...merupakan keinginan umum dari semua nasionalis untuk
menanggalkan kekuatan ekonomi orang Tionghoa yang oleh para
nasionalis itu dianggap sebagai unsur asing’.”12
Persepsi kaum Tionghoa lokal tentang bangsa Indonesia dan
kedudukan mereka. Ia menyimpulkan bahwa kebanyakan kaum totok
menganggap dirinya sebagai bagian dari bangsa Cina, sedangkan kaum
Tionghoa peranakan terbagi menjadi menjadi golongan “integrasionis” dan
“asimilasionis”.
Berikut adalah beberapa streotip terhadap etnis Tionghoa :
 Orang Tionghoa rajin, ulet dan serius.
 Etnis Tionghoa di Indonesia dan di seluruh dunia itu sudah sebagai
perantau sejak ratusan tahun yang lalu. Mau tak mau mereka
menjadi rajin dan ulet. Semakin hidup sulit semakin ulet, kalau tidak
akan putus karena mereka mengalami diskriminasi di negara orang
lain. Kalau etnis tiong hoa di negaranya sendiri mungkin juga ada
yang malas karena merasa santai di negeri sendiri. Karena
keuletannya tersebut semua etnis Tionghoa dianggap kelas
menengah ke atas, dianggap orang kaya. Padahal dalam struktur
sosial China, menjadi pedagang adalah pekerjaan yang paling
rendah disana.
 Ada yang mengatakan etnis tiong hoa itu bersifat industrial dan ada
juga yang melabel etnis ini sebagai etnis yang commercial.
12Ibid
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 Orang Tionghoa tidak nasionalis, mereka seringkali memakai
bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari bahkan di tempat
umum sekalipun.
 Etnik yang paling aman dari persoalan disintegritas bangsa, sebab
etnik ini telah menyebar ke seluruh Indonesia.
3. Partisipasi Politik
Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian
dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau
kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”.
Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil
bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam
aktivitas atau kegiatan politik negara13
Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu
demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik.
Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah
menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga
negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena
itu yang dimaksud dengan partisipasi politik.
Demikian juga dengan Herbert McClosky, “Political participation”
(1972:252) Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari
warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam
proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung
13 Suharno, sosiologi politik, 2004 102-103
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dalam proses pembentukan kebijakan umum14. Huntington dan Nelson
(1977:3) memandang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan warga
Negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi
pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai
kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam
kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan
langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public
policy15). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara
dalam pemilihan umum, mengahadiri rapat umum, menjadi anggota
suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan
(contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan
sebagainya.
Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya
dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan
lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi
menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah
politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Sebaliknya,
tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda
yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak
menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan16.
14 Ibid
15 Ibid
16 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008,
hal 369
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a. Faktor-faktor Partisipasi politik
Salah satu factor yang menentukan apakah pemilu ataupun pilkada
yang berlangsung berhasil atau tidak adalah partisipasi politik karena
semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan
pemilu atau pilkada semakin tinggi.
Partisipasi politik Masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan
bentuknya. Hal itu disamping berkaitan dengan system politik, juga
berhubungan dengan perubahan social yang terjadi dalam masyarakat.
Weimar menyebutkan paling tidak ada 5 faktor yang mempengaruhi
partisipasi politik17.
1. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi
pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi,
peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan
media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya
partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta
dalam kekuasaan politik. Mereka ini misainya kaum buruh, para,
pedagang dan pars profesional.
2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal
ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang
semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka
tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan
mempengaruhi kebijakan- kebijakan pemerintah.
17 Sastroatmojo 1995 , hal 91
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3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa.
Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan
tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah.
4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin
politik yang sating memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk
mencapai kemenangan dilakukan dengan cars mencari dukungan
massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang
dimobilisasikan.
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan
sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas
pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang
terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan
keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari
perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.
Tipologi Partisipasi Politik
Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan
menjadi 3 bagian yaitu18:
a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada
proses input dan output.
b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya
pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah,
18 Rahman H.I,A. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007 hal. 288
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menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan
pemerintah.
c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena
menggapsistem politik yang ada menyimpang dari yang
dicita-citakan.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi
politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partsipasi
pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan
masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa
yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik
yang apatis.
Pemberian suara dalam pemillihan walikota merupakan salah satu
wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun
hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang
diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan,
membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.
Partisipasi sebagai dimensi utama startifikasi social dibagi
menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik,
komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap
dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok
marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem
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politik) dan kelompok yang terisolasin(orang yang jarang melakukan
partisipasi politik)19.
Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah
pelaku yaitu individual dan kolektif.individual yakni seseorang yang
menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah.
Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan
warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasaseperti
kegiatan dalam proses pemilihan umum.
Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif
yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses
pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif)
seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan hura-hura, menguasai
bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan
menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah.
Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti
rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal),
mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan
kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik
kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat
tersebut diatas.
Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung
digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan
19 Ibid
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pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau
memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud
nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengudang perhataian
dari berbagai kalangan.
b. Bentuk Partisipasi Politik
Tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah
dalam sistem politik terbagi menjadi empat tipe yaitu
 Partisipasi aktif yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik
dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.
 Partisipasi pasif tertekan (apatis) yaitu apabila kesadaran politik
dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi
politiknya cenderung pasif.
 Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi
tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah
 Partisipasi pasif yaitu apabila kesadaran politik sangat rendah
tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sanga tinggi maka
partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).
Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai
Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk
konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi)
maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk bentuk dan
frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai
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stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau
ketidak puasan warga negara.
Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond
yang dikutip oleh Mohtar Mas’oed (2011:57-58) yang terbagai dalam dua
bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non
konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan
non konvensional.
1) Partisipasi politik konvensional
 Pemberian suara atau voting
 Diskusi politik
 Kegiatan kampanye
 Membentuk dan bergabung dalam kelompok
kepentingan
 Komunikasi individual dengan pejabat politik atau
administratif
2) Partisipasi politik nonkonvensional
 Pengajuan petisi
 Berdemonstrasi
 Konfrontasi
 Mogok
 Tindak kekerasan politik terhadap harta benda :
pengrusakan, pemboman, pembakaran
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 Tindakan kekerasan politik terhadap manusia
penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.
4. Pemilihan Umum
Di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945
sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh
MPR” namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga
pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mengandung
makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan MPR
tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.
Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala
daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah sehingga
pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat
dan kedaulatan rakyat.
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan
sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam
menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana
untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya
Negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami
perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.
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Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan
bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan
politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran pemilihan
umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan
dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah
secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di
daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah
yang mereka kehendaki.
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan
salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena
melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya
ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya. Pengertian
Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1
Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.
Asas dalam pemilihan umum adalah suatu pangkal tolak ukur
pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan
hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas pilkada berarti pangkal
tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis
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dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang medasari pilkada
tersebut.
Pada dasarnya asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama
dengan asas dalam pemilu, khususnya pemilu 2004. Pemilu 2004 yang
disebut KPU sebagai penyelenggara pemilu 2004 banyak mengusung hal
baru guna rekuitmen politik agar kualitas wakil rakyat semakin baik.
(mohammad Najib dalam Suparman Marzuki, dkk, 2005:pengantar ix).
Asas pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32
Tahun 2004, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil”. Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6
Tahun 2005.
Prinsip-prinsip pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang
diuraikan sebagai berikut:
 Langsung
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani
tanpa perantara.
 Umum
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan
yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu.
Pemilihan yang bersifat umum mengangandung makna menjamin
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kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara
tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
 Bebas
Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam
melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin haknya
Pemilihan Kepala Daaerah
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
yangdi laksanakan secara demokratis sebagaimana di amanatkan dalam
pasal 18 ayet 4, UndangUndang  Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat wajib di hormati sebagai syarat utama
pelaksanaan pemilihan Gubernur.  Pada dasarnya daerah merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan
wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.  Beberapa alasan
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mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara langsung dalam perspektif ilmu sosial dasar20, adalah:
1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat Warga masyarakat di
daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dariwarga
masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga
berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang
hak tersebut dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karenaitu, warga
masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka
punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-
masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara
langsung.
2. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dengan DPRD Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004,
anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem
proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih
langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD
jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah
dengan DPRD Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang
20 Rozali, Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung, Jakarta. 2005
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Pemerintahan Daerahmenjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan
Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra
pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU
No.22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut
pasal 32 ayat 2 dan pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab
kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka
kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah.Oleh
karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar
antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-
sama dipilih oleh rakyat
4. Sering terdengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik
uang ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki
oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila
5. Kerangka Pemikiran
Dalam perilaku politik dan pilihan politik saling terikat dalam
kegiatan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik21. Salah
satu cara untuk mengambil keputusan adalah dengan mempergunakan
daya nalar. Dengan pikiran biasanya akan memperkirakan konsekuensi
21 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992, Hal. 131
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logis dari suatu tindakan ataupun pilihan yang diambil. Etnis tionghoa
sebagia bagian dari masyarakat Parepare tentunya memiliki pilihan yang
berbeda-beda dalam mengambil sebuah keputusan politik
Perilaku memilih etnis tionghoa dipengaruhi oleh lingkungan sosial
dan lingkungan politik yang merupakan tempat berlangsungnya
sosialisasi. Karakteristik menjadi tata laku pribadi indivdu dengan
membentuk suatu tatanan msayarakat yang diiinginkan sesuai dengan
tuntutan politik. Setiap individu memiliki hak untuk ikut serta dalam proses
demokrasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
Dalam konteks Pemilihan kepala daerah di kota Parepare, perilaku
memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu minoritas, rasional dan
sosialisasi dalam menjatuhkan pilihannya. Beberapa beberapa
pendekatan yang kemudian mempengaruhi perilaku memilih tokoh
masyarakat yaitu: pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan
pendekatan rasional. Kesemua pendekatan dalam perilaku memilih
tersebut sangat erat kaitannya dengan proses Pemilihan Kepala Daerah
secara langsung di Kota Parepare
Penulis melihat kecenderungan pilihan politik masyarakat etnis
Tionghoa lebih kearah pemilih rasional dalam memilih seorang kandidat.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menggambarkan skema
pemikiran sebagai berikut
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Faktor yang mempengaruhi
pemilih etnis Tionghoa :
 Minoritas
 Rasional
 Sosialisasi
6. Skema Pemikiran
Dari uraian kerangka pemikiran tersebut, maka penulis menyusun
skema pemikiran dengan model sebagai berikut:
Pilihan Politik
Perilaku Etnis Tionghoa
Pemilihan Walikota
Parepare 2013
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BAB III
METODE PENELITIAN
1. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Ujung
kota Parepare yang didiami beberapa etnis khususnya etnis tionghoa.
Hal ini menjadi pertimbangan sebagai fokus penelitian karena Parepare
sebagai kota multi etnik dimana warga keturunan tionghoa telah lama
menetap disana dan melewati proses demokrasi yang cukup lama..
Waktu penelitian pada tahun 2017.
2. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian yang
dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perilaku
pemilih etnis Tionghoa di Parepare dan di telaah dengan menggunakan
pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam
terhadap suatu objek (individu) atau lembaga dengan tujuan untuk
menganalisis berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut
sehingga akhirnya akan di peroleh kesimpulan yang akurat.
3. Jenis Data
 Data Primer
Peneliti turun secara lansung untuk mengumpulkan data dari
sumbernya yaitu melalui para informan yang menjadi objek penelitian
peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi
dan melakukan wawancara face to face untuk mendapatkan hasil
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atau data yang valid dari informan secara lansung agar dalam
menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.
 Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini yang berasal dari buku-
buku, jurnal, koran, majalah dan bahan referensi lainnya yang
berkaitan dengan etnis tionghoa dalam penelitian. Data sekunder
merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari,
mengumpulkan, dan sebagai pelengkap data primer.
4.Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti
untuk mengumpulkan yang dibutuhkan sesuaikan metode pelitian. Untuk
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai penilitian ini,
maka teknik teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara.
Berdasarkan tujuan penelitian, maka digunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut :
1. Wawancara Mendalam (indepth interview)
Proses wawancara dalam penelitian ini dengan menggunakan
teknik wawancara mendalam yaitu metode pengumpulan data dengan
tanya jawab untuk menggali sebuah topik dalam rangka memperdalam
pengetahuan peneliti berdasarkan pada penelitian. Dalam sesi
wawancara akan diajukan beberapa pertanyaan kepada informan dan
memberikan jawaban untuk memperoleh berbagai macam penjelasan
yang relevan dengan masalah penelitian sehingga memperoleh
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kesimpulan. Pertanyan yang diajukan tidak hanya terfokus pada satu
topik saja tergantung kesediaan informan. Peneliti tidak terpaku pada
draft atau pedoman pertanyaan penelitian untuk mendalami situasi dan
kondisi serta memperlihatkan sifat dari informan pada sesi wawancara
sehingga lebih terkesan sebagai obrolan biasa, sambil bercanda,
dengan melakukan hal-hal yang sifatnya santai sertas fokus pada
penelitian yang telah dirumuskan. Wawancara dilakukan kepada
beberapa informan yakni: masyarakat Etnis Tionghoa, Ketua
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Parepare.
2. Observasi
Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau
peninjauan secara cermat dan langsung terhadap aktifitas masyarakat
kelompok etnis Tiongoa dan subjek lainnya yang terlibat dalam lokasi
penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendatangi wilayah dan tokoh adat
etnis tionghoa dan tokoh masyarakat setempat.
3. Dokomentasi
Pada metode ini, peneliti mencari referensi dengan melakukan
pembacaan terhadap beberapa buku-buku terkait dengan kajian
masalah etnis dan politik. Dengan metode ini peneliti berupaya
menggabungkan berbagai macam infomasi yang didapat. Dokumen
tidak hanya didapat pada buku tetapi juga dapat ditemukan pada surat
kabar, artikel, majalah, catatan dan sebagainya.
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5.Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dimana data yang diperoleh adianalisis dengan
menggunakan teknik data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan
proses pencarian data guna memahami masalah sosial yang didasari
pada penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh
dari situasi yang alamiah. Metode kuantitatif bertujuan untuk menggali
informasi secara mendalam mengenai perilaku pemilih etnis tionghoa di
Kota Parepare.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. SEJARAH KOTA PAREPARE
Parepare sebuah nama kota kedua di Provinsi Sulewesi Selatan
”Dari mana asal mula kata Parepare”. Suatu pertanyaan yang sampai kini
masih kontroversional. Ketika Ajeib Padindang, Koordinatoor Penyusun
Buku : Parepare Membangun-Era baru Kota Bersahaja, terbitan tahun
1989, mencoba menghimpun bebagai pendapat termasuk salah satu
hasil seminar tahun 198222.
Meski tidak ada bantahan terhadap rumusan tersebut, namun
masih ada juga pendapat lain yang sering muncul. Prof.DR Mattulada
menilai nama adalah sebuah jati diri. Karena itu penting untuk seseorang
atau suatu kota. Maka, Parepare sebagai sebuah nama memang penting
ditelusuri maknanya agar menjadi motivasi bagi masyarakat dan
pemerintahnya dalam menata masa depan era globalisasi abad XXI.
Suppa adalah sebuah kerajaan yang telah berjaya sejak abad ke
XIII. Dari berbagai catatan tentang sejarah budaya sulawasi selatan,
wilayah hingga bacukiki, diselatan dan sungai Saddang di sebelah utara.
Bahkan CH. Pelras, dalam catatan pelayarannya mengungkapkan,
dulunya Sulawesi Selatan terbagi atas dua bagian yang dibela oleh
sungai Saddang. Kawasan di selatan sungai, disebutnya kaya dengan
22 Azikin, Arqam, 2005. Parepare dekade 2005-2015. Hal 2
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emas dan beras. Banyak pelabuhan kecil dengan penduduk selain
bertani secara tradisional juga menakap ikan.
Lontarak kerajaan Suppa menyebutkan sejak abad XIV, seorang
anak raja Suppa meninggalkan istana dan pergi keselatan mendirikan
wilayah tersendiri pada tepian pantai kerena hobinya memancing.
Wilayah itulah yang kemudian dikenal dengan kerajaan soreang.
Kemudian satu lagi kerajaan yang berdiri di selatan juga merupakan
rumpun Kerajaan Suppa berdiri sekitar aba XV, yakni Kerajaan Bacukiki.
Di antara dua kerajaan itulah terdampar hamparan semak belukar antara
lain pohon bakau. Oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan
nama “ParepareE”.
Dalam suatu Kunjungan persahabatan, Raja Gowa XI, Manrigau
Daeng Bonto Karaeng To Nipallangga (1547-1566), berjalan-jalan dari
kerajaan bacukiki ke Kerajaan Gowa. Sebagai seorang raja yang di kenal
dengan strategis dan pelopor pembangunan Kerajaan Gowa, tiba-tiba
tertarik dengan pemandangan indah pada hamparan “ParapareE” dan
dengan spontan Raja Gowa menyebutnya “Bajiki ni Pare” baik dibuat
pelabuhan pada kawasan ini. Sejak itulah melekat nama Parepare (yang
dibuat dan dijadikan).
Kota pelabuhan “Parepare” akhirnya ramai dikunjungi, termasuk
orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.
Belakangan diketahui oleh Raja Gowa bahwa Orang Melayu telah
mendiami Pelabuhan ParaparaE, maka atas ajakan Kerajaan Gowa XI,
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mereka pindah ke Somba Opu, bandar utama kerajaan Gowa dan
merupakan kota pelabuhan yang sudah berpenduduk di atas 50.000
orang pada abad ke XVI, setarah dengan kota besar di dunia seperti
Cirebon, Batavia Tailand, Malaka, dan lain sebagainya.
Melihat posisinya yang strategis sebagai pelabuhan yang
terlindungi oleh pulau di depannya serta memang sudah ramai dikunjungi
orang, Maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian
menjadikannya kota penting di wilayah tengah Sulawasi Selatan.
Disinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah
ke seluruh daratan Timur dan Utara Sulawesi Selatan. Hal itu pula terlihat
dalam pembentukan Belanda yang berpusat di Parepare Untuk wilayah
Ajatappareng.
Parepare dijadikan daerah Afdeling yang mewilayahi Barru,
Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang. Tingkat pemerintahannya
hanyalah sebagai onderafdeling dengan pimpinannya bergelar
controleur. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17
Agustus 1945 diterima masyarakat dan raja-raja di Selatan Selatan.
Maka wilayah ini menjadi bagian dari negara negara kesatuan Republik
Indonesia. Sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1945, Parepare
kembali dijadikan pusat pemerintahan untuk wilayah Ajatappareng
dengan kepala pemerintah disebut residen.
Parepare menjadi daerah tingkat II dengan status kota praja di
Sulawesi melalui Undang-Undang No. 29 tahunn 1959, tentang
49
pembentukan kabupaten dan kotapraja di Sulawesi, tanggal 17 Februari
1960, H.A Mannaungi dilantik menjadi Walikota Parepare yang pertama.
Peristiwa penting ini kemudian diabadikan menjadi hari lahirnya Komadya
Parepare sesuai keputusan DPRD melalui PERDA No. 3 tahun 1970 dan
diperingati setiap tahunnya hari bersejarah bagi masyarakat dan
pemerintah daerah Kodya Parepare serta setelah otonomi daerah
menjadi Kota Parepare.
Posisi Parepare dilihat dari peta administratif pemerintahan
Daerah Tingkat I provinsi Sulawesi Selatan, tetap menjadi penting
dengan ditetapkan sebagai pusat kedudukan kantor Pembantu
Gubernur/Residen Wilayah III sedang dari segi kebijaksanaan
pembangunan daerah dalam sistem pengembangan kawasan, Parepare
ditetapkan sebagai pusat kawasan andalan. Bahkan secara khusus
dalam perannya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Parepare
adalah satu diantara 23 Kabupaten/Kodya di Provinsi Sulawesi Selatan,
terpilih dan ditetapkan sebagai Pusat Pembangunan Kawasan unggulan
untuk KTI.
Secara Berurut mereka yang pernah Memipin Daerah Kota Pare-
pare :
1. 1960-1965 : H.A. Mannangui
2. 1965-1968 : H.A. Mappangara
3. 1968-1969 : H.A. Makkasau
4. 1969-1972 : H.A Mallarangeng
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5. 1972-1974 : H.A. Adjaib
6. 1974-1977 : Drs. H.M. Parawansa
7. 1977-1982 : Drs. H.Moh. Jusuf Madjid
8. 1982-1983 : H. Andi Made Ali (Plt. Walikota)
9. 1983-1988 : Drs. H.A. Samad Tahir
10.1988-1993 : H. Mirdin Kasim, SH
11.1993-1998 : Drs. H. Syamsul Alam Bulu
12.1998-2003 : Drs. H Basrah Hafid
13.2003-2008 : Drs H. M Zain Katoe
14.2008-2010 : Drs H. M Zain Katoe
15.2010-2013 : H. Sjamsu Alam (Plt. Walikota)
16.2013-sekarang : H. M. Taufan Pawe, SH
2. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTASI
Kota daerah tingkat II Parepare menempati daerah khatulistiwa
03-06 derajat LS, dan 118 derajat BT hingga 121 derajat BB. Luas
wilayahnya 99,33 km2, atau 0,16% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan. Sebagian besar kondisi alamnya berbukit bukit, namun demikian
masih termasuk daerah empat dimensi. Areal datar hanya 15% daru lus
wilayah dengan komposisi ketinggian tanah permukaan laut.
Kota Parepare dengan luas wilayah terkecil dibanding 22 Dati II
lainnya di Sulawesi Selatan. Kota Parepare membentang dengan wilayah
yang berbatasan Kabupaten Barru di sebelah selatan, Kabupaten
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Pinrang di bagian utara dan Kabupaten Sidenreng Rappang dibagian
timurnya, sementara di sebelah barat adalah Selat Makassar.
Secara administratif terbagi menjadi 21 kelurahan dan 5
kacamatan. Kondisi alam Parepare yang sebagian berbukit bahkan
sebagian gunung menyebabkan peruntukan lahannya harus diatur
sedemikian rupa sehingga efisien dan efektif untuk pengembangan
perkotaan.
Parepare yang boleh dikata memiliki segalanya, walaupun tidak
begitu luas, mengingat parepare merupakan kota yang terkecil di
Sulawesi Selatan Hutan seluas 3.954,40 Ha, merupakan hutan lindung
Andi Pangeran Pettarani dan Cagar Alam Jompie-Soreang. Sawah
Dengan luas 1.025,29 Ha, di samping perkebunan seluas 1.297,50 Ha
dan peternakan di Holding Ground 200 Ha. Perikanan sudah tentu,
utamanya karena Parepare Merupakan kawasan pantai, sehingga selain
perikanan laut, di kota ini jga ada tambak seluas 28,06 Ha, dan kolam
ikan 2,4 Ha.
Seluruh wilayah itu sesunggahnya baru sekitar 15% dapat
dimanfaatkan secara efektif terutama untuk perdagangan dan
pemukiman, sehingga lahannya masih merupakan potensi besar untuk
keperluan ekonomi produktif seperti industri, perdagangan, usaha jasa
dan pariwisata, pertanian dan sebagainya. Dalam strategi tata ruang
kota, semua kawasan tersebut telah dibagi dalam wilayah-wilayah
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pengembangan kota yang diatur dalam Master Plan, RUTK, dan RIK,
disusul peta kecamatan dan kelurahan.
Kota Parepare yang jaraknya hanya 155 km utara dari Ujung
Pandang yakni Makassar, Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Selatan
dapat dicapai dengan kendaraan umum sekitar 4 jam. Satu karunia yang
patut disyukuri pemerintah daerah dan masyarakatnya, sebab letaknya
yang strategis berada pada titik pusat kepulauan nusantara Indonesia.
Buktinya ditempatkannya Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jarak Jauh
Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) yang mampu
memonitor sekitar 95% wilayah indonesia, bahkan sejumlah negara-
negara tetangga Indonesia.
Secara regional, daerah sangat mudah berinteraksi dengan pusat-
pusat kawasan lainnya seperti Makassar yang juga pusat pelayanan di
KTI, Mamuju, Palopo (luwu), dan watampone (bone). Secara nasional,
parepare merupakan titik sentral wilayah nusantara dan memegang
fungsi sebagai gerbang jalur perhubungan untuk kegiatan bongkar muat
barang dan penumpang ke beberapa wilayah nusantara. Secara
internasional Parepare juga merupakan arus penumpang dan barang ke
dan dari negara-negara tetangga.
Untuk Kawasan industri telah disiapkan lahan seluas 300 Ha.
Sebagai pusat pengembangan bagian tengah Sulewesi Selatan, maka
prasarana penghubung memegang bagian sangat penting untuk ini,
jaringan jalan telah tersedia dengan kondisi sedang baik, meliputi jalan
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arteri/utama sepanjang 20 km. lalu ada 63 km jalan kolektor /
penghubung dan 80 km jalan lokal. Semua itu dilengkapi dengan
keunggulan geografis yakni adanya pelabuhan alam sebanyak 3 buah
yang mampu dirapati kapan dengan bobot mati sampai 20.000 DWT.
Letak yang strategis memudahkan interaksi Parepare dengan keempat
pusat pengembangan lainnya sperti Watampone, Makassar, Palopo,
Majene.
Setidaknya simpul jalan darat dan posisi pantai lebih mendukung,
bahkan terwujudnya jalan kintas Sulawesi lebih mencerahkan masa
depan kota ini. Letak pada silang utara selatan, dan timur-barat Sulawesi
Selatan, serta latar belakang hinterland yang sangat potensial, ini
menempatkan pelabuhannya sebagai pintu gerbang baik pelayaran antar
pulau maupun internasional ke negara Malaysia, Brunei Darusssalam
dan Singapura.
3. Kondisi Ekonomi Dan Politik Kota Parepare
Seperti yang telah diketahui, angka PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto) merupakan cerminan yang bermanfaat sebagai potret
pembangunan yang telah dilaksanakan di daerah, peningkatan atau
penurunan angka PDRB (atas dasar harga konstan) merupakan salah
satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh
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suatu daerah, yang angka PDRB ini lazim juga disebut sebagai angka
pertumbuhan ekonomi23.
Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian adalah
dengan mencermati nilai dan pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai
PDRB yang diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai
PDRB tahun sebelumnya. PDRB merupakan nilai dari keseluruhan
barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah
tertentu.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan
kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kota Parepare dalam 5 (lima)
tahun terakhir yaitu 2008 sampai dengan 2012 memiliki rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 7,92 %. Pertumbuhan ekonomi Kota
Parepare tahun 2012 sebesar 7,92 persen, angka tersebut sedikit
mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011
yang mencapai 7,79 persen24. Hingga tahun 2012, ekonomi Kota
Parepare terus bertumbuh. PDRB ADH Berlaku Kota Parepare tahun
2012 mencapai nilai sebesar 2.376.521,26 juta rupiah, dan dari tahun
2008 s/d 2012 terus mengalami peningkatan.
23 https://gpmdsgmkparepare.blogspot.co.id/2014/11/laporan-situasi-daerah-kota-
parepare_2.html
24 http://bappeda-pareparekota.com/wp-content/uploads/2014/06/PDRB-KOTA-PAREPARE-
2013.pdf
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Namun, jika melihat kontribusi PDRB ADH Berlaku Kota Parepare
terhadap PDRB ADH Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008
s/d 2012 dapat dikatakan terus mengalami penurunan, jika dirata–ratakan
diperoleh angka sekitar 1,51 persen per tahun. Pada tahun 2012,
kontribusinya terhadap PDRB ADH Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan
adalah sebesar 1,49 persen mengalami penurunan jika dibandingkan
tahun 2011. Sedangkan tahun 2011, kontribusinya terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,51 persen.
Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare lebih rendah
0,46 persen dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kota Parepare pada tahun 2011
mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2011. Selama kurun
waktu lima tahun terakhir, Kota Parepare selalu tumbuh di atas rata-rata
kab/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan kecuali pada tahun 2008
dan 2012 sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan.
Telah dijelaskan di atas bahwa pada tahun 2012, PDRB ADH
Berlaku Kota Parepare mencapai nilai 2.376.521,26 juta rupiah.
Dibandingkan dengan tahun 2011, angka PDRB ini meningkat cukup
signifikan yaitu sekitar 302.965,32 juta rupiah atau naik sekitar 14,61
persen. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007.
Selama kurun waktu tersebut, PDRB ADH Berlaku Kota Parepare
secara terus-menerus mengalami peningkatan. Sedangkan atas dasar
harga konstan tahun 2000, PDRB Kota Parepare setiap tahunnya juga
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mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2012, PDRB
ADH Konstan 2000 Kota Parepare mencapai 891.923,09 juta rupiah atau
naik sekitar 65.436,85 juta rupiah, tumbuh sekitar 7,92 persen dari tahun
sebelumnya yaitu tahun 2011.
Pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kota Parepare terlihat
cukup bervariasi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2008 sampai
dengan tahun 2012. Pada tahun 2012, sektor keuangan, persewaan dan
jasa perusahaan memperlihatkan pertumbuhan paling tinggi dari sektor
lainnya yaitu 15,25 % sedangkan sektor yang pertumbuhannya paling
rendah adalah sektor pertanian yaitu 2,49 %.
Struktur ekonomi Kota Parepare selama lima tahun terakhir tidak
terjadi pergeseran. Pada tahun 2012, kontribusi sektor sekunder dan
tersier masih mendominasi dalam pembentukan angka PDRB Kota
Parepare. Sektor sekunder sebesar 52,68 persen pada tahun 2012
mengalami pergeseran ke sektor tersier dibandingkan tahun 2011 yang
kontribusinya mencapai 54,90 persen. Sedangkan sektor tersier
meningkat dari 35,93 persen pada tahun 2011 menjadi 37,20 persen
tahun 201225.
Kota Parepare semakin mengukuhkan julukannya sebagai “Kota
Niaga”, hal ini dibuktikan dengan tiga nilai share tertinggi PDRB pada
sektor perdagangan, hotel dan restoran, Sektor jasa-jasa dan sektor
25 ://bappeda-pareparekota.com/wp-content/uploads/2014/06/PDRB-KOTA-PAREPARE-2013.pdf
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angkutan dan komunikasi, dimana ketiga sektor tersebut berkaitan erat
dalam memperlancar kegiatan ekonomi26.
Untuk mewujudkan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya
(KIPAS), Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare berencana membangun
jalan yang menghubungkan kawasan yang berlokasi di jalan poros
Parepare-Sidrap tersebut dengan kawasan pelabuhan.Keberadaan jalan
ini dinilai penting guna menghidupkan KIPAS yang saat mulai dilirik
sejumlah investor nasional dan internasional.
Pemerintah kota Parepare menegaskan bahwa pembangunan
akses jalan yang menghubungkan kawasan pelabuhan Parepare dengan
kawasan industri penting, guna lebih mengakselarasi perekonomian di
daerah ini. Taufan mengungkap, pemerintah daerah juga tengah
merancang pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi, seperti pasar dan kawasan pergudangan.
Untuk pembangunan jalan perbatasan Pinrang ke kawasan
industri diprediksi mencapai 4 km, dengan anggaran bersumbe dari
APBD Kota Parepare. Taufan menjelaskan, keberadaan KIPAS penting
guna mendukung letak dan fungsi Kota Parepare sebagai sentra
pengembangan ekonomi kawasan, serta memperkuat koridor ekonomi di
bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ia berharap, ke depan Parepare
tidak hanya menjadi tempat pengapalan berbagai komoditas daerah
tetangga, tetapi menjadi industri hilir yang mengolah hasil-hasil produksi
26 Data BPS Parepare
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pertanian dan perkebunan daerah tetangga menjadi produk yang
memiliki nilai tambah dan menjadi produk unggulan Sulawesi Selatan.
Kawasan industri terbesar kedua di Sulsel setelah KIMA Makassar
saat ini mendapat perhatian serius dari Presiden Direktur Toyota Motor
Cooporation Jepang. Ia memuji pertumbuhan ekonomi Parepare yang
dinilainya cukup pesat dan surprise karena mampu menembus angka 8
persen pada tahun 2013. Pada kesempatan ini, Syahrul meresmikan
Pasar Modern Lakessi, Masjid Agung dan Rumah Potong Hewan,
dengan nilai anggaran mencapai 100 miliar lebih.
Situasi politik di kota Parepare pada pemilukada 2013, Pileg 2014
dan Pilpres 2014 yang di laksanakan tanggal 9 menjadi fokus perhatian.
Hasil Pemilukada pasangan H. M. Taufan Pawe, SH, MH dan Ir. H.
Achmad Faisal Sapada, SE, MM sebagai Walikota dan Wakil Walikota
periode 2013-2018 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU kota Parepare.
Pada Pileg 2014 kota Parepare Berdasarkan hasil hitung cepat (Quick
Count), yang dilakukan sejumlah lembaga, Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak lolos
ke Dewan Perwakilan Rakyat. Perolehan suara dua parpol tersebut
berdasarkan hasil hitung cepat sementara masih di bawah syarat
ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen.
Hasil Hitung Cepat, menyebutkan, berdasarkan data yang
terkumpul hingga sebesar 65 persen, PKPI berada di urutan buncit
dengan 0,88 persen suara, sementara PBB sebesar 1,52 persen.
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Demikian halnya hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia yang
ditayangkan beberapa media. Berdasarkan data yang terkumpul sebesar
79,8 persen. PKPI berada di urutan paling bawah dengan angka 0,97
persen dan PBB 1,34 persen.
Namun, ada ambang kesalahan dari hasil hitung cepat ketiga
lembaga itu yang bisa menaikkan hasil akhir atau bahkan malah
menurunkan. Hasil hitung cepat itu juga bukan hasil resmi lantaran hasil
resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD,
parpol mesti melewati ambang batas sebesar 3,5 persen untuk lolos ke
DPR. Pada pemilu 2009, ambang batas DPR masih di angka 2,5 persen.
Data dari lembaga survei resmi kota Parepare menunjukkan
bahwa dari ± 140. 000 juta jiwa penduduk Kota Parepare 55 % berpihak
kepada Jokowi Jk dan 32 % memilih Prabowo Hatta dan 13 % belum
menentukan pilihannya. Terlihat jelas perbedaan yang signifikan dari
hasil survei suara pemilih penduduk Kota Parepare menjelang pilpres
2014.
Semua itu pastinya bukan hanya karena tokoh dan figur Jusuf
Kalla yang notabenenya warga Bugis makassar tapi juga karena
instruksi-instruksi pusat sendiri dari berbagai elemen Masyarakat dan
berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di kota parepare. Kota
parepare yang lebih kental dengan keagamaannya bahkan di kenal
sebagai kota Muhammadiyah memang terdapat banyak elemen/ormas
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dan organisasi mahasiswa/pemuda yang berbackground agama.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa organisasi islam terbesar di
indonesia menginstruksikan kepada seluruh organisasi mahasiswa dan
pemuda yang berorientasikan islam agar memihak kepada No. Urut 2
yaitu Jokowi JK.
4. Kecamatan Ujung Kota Parepare
Kecamatan Ujung berada di tengah-tengah pusat kota pare.
Pusat dari segala kegiatan, baik kegiatan masyarakat, pemerintahan
maupun dalam pembangunan sehingga dapat dikatakan winlyah
kecamatan ujung merupakan urat nadi perekonomian kota Parepare.
Kecamatan ujung terdiri dari kelurahan Labukkang dengan luas 0,36
km2, kelurahan Ujung Sabbang dengan luas 0,36km2, kelurahan Ujung
bulu dengan luas 0,38km2, kelurahan Lapadde dengan luas 9,98 km2
dan kelurahan mallusetasi dengan luas 0,22 km2 dengan rincian sebagai
berikut
Tabel 1
Luas, Letak, Dan Ketinggian Kelurahan Dari Permukaan Laut Di
Kecamatan Ujung, Tahun 2015
Kelurahan
Luas
(KM2)
%Luas Letak Ketinggian
Labukkang 0.36 3,19 Pantai <50m
Mallusetasi 0,22 1,19 Pantai <50m
Ujung
Sabbang
0,36 3,19 Pantai <50m
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Sumber : BPS Kota Parepare tahun 2015
Tabel 2
Jumlah Penduduk kecamatan Ujung, Tahun 2015
Sumber :Dinas Kependudukan Kota Parepare Tahun 2015
Tabel 3
Jumlah RW Dan RT Kecamatan Ujung, Tahun 2015
Ujung Bulu 0,38 3,36
Bukan
Pantai
<50m
Lapadde 9,98 88,32
Bukan
Pantai
>50m
Jumlah 11,30 100,00
KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Labukkang 3539 3700 7239
MallusetasI 1044 1128 2172
Ujung Sabbang 1749 1858 3607
Ujung Bulu 3001 3339 6340
Lapadde 6255 6420 12675
TOTAL 15588 16445 32033
KELURAHAN RW RT
Labukkang 8 22
62
Sumber : BPS Kota Parepare tahun 2015
Tabel 4
Sarana Hotel, Super Markett Dan Pasar, Tahun 2010
Kelurahan Hotel / Penginapan
Supermake/Sw
alayan
Pasar
Labukkang 2 2 1
Mallusetasi 6 0 0
Ujung
Sabbang
4 0 1
Ujung Bulu 1 0 0
Lapadde 1 0 0
Jumlah 14 2 1
Sumber : Data Kecamatan Ujung tahun 2010
Tabel 5
Sarana Pendidikan, Tahun 2010
Kelurahan TK SD SMP SMA SMK
Akademi/Perguru
an
Labukkang 1 0 0 0 0 0
Mallusetasi 2 5 2 1 1 0
Ujung 3 4 1 0 0 0
Ujung Sabbang 9 18
Ujung Bulu 10 29
Lapadde 9 28
Mallusetasi 6 12
63
Sabbang
Ujung Bulu 1 6 0 1 1 1
Lapadde 8 9 2 1 1 0
Jumlah 15 24 5 3 3 1
Sumber : Data kecamatan Ujung tahun 2010
Keberhasilan orang Tionghoa dalam perdagangan telah
mengantarkan mereka pada kemajuan perekonomian yang tinggi,
sementara sistem perekonomian bumiputera berada pada titik lebih
rendah, Ketidak seimbangan inilah yang mengakibatkan pihak
bumiputera dan Tionghoa tetap berada pada lingkungan mereka masing-
masing27. Belanda yang berkuasa atas wilayah Indonesia pada masa itu
selalu berusaha untuk meningkatkan kegiatan perdagangan sehingga
mewujudkan tujuan tersebut mereka memanfaatkan Etnik Tionghoa dan
memberi kesempatan pada mereka untuk mengembangkan kegiatan
perdagangan.
Pedagang Tionghoa merupakan sebuah komunitas yang dapat
membangkitkan semangat kerja bagi pertumbuhan kota-kota dagang
Nusantara, salah satunya Makassar yang sama dengan  kebangkitan
kota-kota dagang yang perkembangannya termotifasi oleh kehadiran
orang Tionghoa. Prinsip perdagangan bebas yang berlaku hampir di
seluruh Nusantara. Peranan ekonomi pedagang-pedagang Cina yang
sudah dilarang berdagang pada tahun 1667 dan dicabut kembali pada
27Ch’ng, CL David, 1995. Sukses Bisnis Cina Perantauan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
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tahun 1736, itupun hanya beberapa daerah yang diberi izin berlayar,
yaitu Bandar Surabaya, Makassar.
Setiap tahun kapal-kapal tersebut terutama dari Propinsi Fukien
mengangkut kembali produksi daerah-daerah di Nusantara yang
melimpah produksi impor tersebut menjadi sumber pendapatan yang
penting bagi penduduk. Orang-orang Tionghoa telah membangun
jaringan perdagangan ketika ekspedisi-ekspedisi itu berlangsung dan
memanfaatkan koneksitas yang sudah terbentuk sebelumnya dengan
pedagang-pedagang pribumi.
Perdagangan yang melibatkan etnis tionghoa sendiri terlihat jelas
di pusat perekonomian Kota Parepare. Perdagangan emas dan elektronik
merupakan sektor yang dikuasai oleh etnis Cina. Hampir semua ruko-
ruko berjejer milik etnis tionghoa, seperti menjual perlengkapan dan
berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan kesehatan, bangunan,
elektronik, hotel, pakaian, bengkel, dan lainnya. Seluruh pedagang emas
dan elektronik di kota Parepare merupakan masyarakat dari etnis Cina.
Oleh karena itu, mereka berada pada tingkat sosial ekonomi yang
bisa disebut kaya. Adapun etnis Jawa adalah masyarakat yang
menguasai bidang perdagangan makanan. Hampir seluruh mayarakat
etnis Jawa memiliki usaha warung makan. Selain warung makan,
penjualan tahu tempe di kota Pare-Pare, seluruhnya dikuasai oleh etnis
Jawa.
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Budaya sipakatau’ (saling menghormati) sangat dijunjung oleh
masyarakat kota Parepare dalam segala bidang. Saling membutuhkan
yang diyakini oleh masyarakat, adalah hal yang mengharuskan
masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain, untuk menuju hidup
yang lebih baik di masa yang akan datang. Secara khusus kebudayaan
Bugis adalah gambaran masyarakat kota ini, meski tidak tertutup
kemungkinan tercampur oleh kebiasaan/kebudayaan dari etnis dan
komunitas lain. Dikarenakan masyarakat Parepare berasal dari
berberapa suku dan etnis, tentu saja bahasa yang digunakan di kota ini
pun bermacam-macam.
Bahasa yang digunakan masyarakat Pare-Pare dalam interaksi
sehari-hari adalah bahasa daerah Bugis, bahasa daerah Mandar, bahasa
daerah Makassar, bahasa daerah Toraja, bahasa Cina, bahasa Jawa dan
bahasa Indonesia. Masing-masing bahasa digunakan oleh masing-
masing suku dalam berinteraksi dengan kalangannya sendiri.
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis menguraikan dari hasil penelitian yang akan
dibahas yaitu Perilaku Memilih Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Walikota
Parepare Tahun 2013 Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
Pilihan merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum.
Perilaku baik secara umum ataupun perilaku pada wilayah yang lebih
spesifik seperti perilaku politik, merupakan hasil dari proses interaksi
sosial yang cukup kompleks. Interaksi itu melibatkan banyak hal, mulai
dari bentuk interaksi, karakter lingkungan dan juga karakter masyarakat.
Dalam interaksi sosial, terdapat berbagai stimulus yang akan
disambut dan dikelola oleh bangunan kognisi masyarakat yang berbeda-
beda. Perilaku politik juga berupa proses yang melibatkan berbagai hal.
Stimulus politik atau suatu fenomena akan ditafsirkan berbeda oleh
setiap orang, tergantung bangunan kognisinya. Pemahaman akan
sesuatu merupakan bentukan proses yang panjang yang melibatkan
lingkungan sosial yang memiliki pengaruh yang besar.
Pada dasarnya, pilihan politik tidak hanya mencakup adanya
bangunan kognisi, stimulus politik dan juga penafsiran. Tapi juga
mencakup aspek yang bersifat afeksi berupa emosional dan juga aspek
psikologis. Cakupan kesemua hal tersebut dapat dinyatakan sebagai
kesiapan untuk bereaksi terhadap objek politik. Informasi sangat penting
dalam proses ini, setiap informasi akan dikelola untuk kemudian
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menyambut informasi selanjutnya. Perbedaan akses informasi dan
perbedaan sosialisasi dalam suatu masyarakat, menjadikan setiap
tindakan atau reaksi menjadi berbeda-beda.
A. Perilaku Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Walikota Parepare Di
Kecamatan Ujung Kota Parepare Tahun 2013
Hasil penelitian yang didapatkan dari peneliti melalui wawancara
langsung   dengan masyarakat yang berasal dari etnis Tionghoa dalam
memilih seorang kandidat atau calon dalam pemilihan walikota di
Parepare mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Dimana
etnis Tionghoa yang dulunya hanya berdagang hanya terfokus pada
kehidupan ekonominya sehingga menujukkan sikap yang apatis atau
acuh terhadap urusun politik.
Setiap tahun masyarakat tionghoa mengadakan pertemuan
sesama etnis tionghoa. Dimana dalam pertemuan tersebut
membicarakan hal-hal kehidupan sosial dari etnis Tionghoa serta
memutuskan kandidat atau calon yang akan dipilih. Biasanya yang akan
memutuskan adalah tokoh dari masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri.
Masyarakat biasa hanya mengikuti apa yang diputuskan dalam
pertemuan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu berjalannya waktu,
kebiasaan tersebut sudah mulai memudar meskipun masih ada beberapa
masyarakat yang masih bersikap apatis dalam menentukan pilihannya.
Melihat dari segi kuantitas, jumlah masyakarat etnis Tionghoa di
Parepare bisa dibilang tidak begitu banyak dibandingkan etnis lainnya.
68
Tapi tentu cukup berpengaruh pada hasil pemilihan. Teknologi informasi
saat ini sangat mudah untuk mengetahui perkembangan politik. Informasi
yang diterima akan saling terikat dengan lingkungan sosial dan karakter
masyarakat Tionghoa itu sendiri.
Salah satu pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI)
Parepare menuturkan
“selain saya ikut dalam pemilihan, saya juga beserta pengurus
lainnya selalu aktif sosialisasi dalam setiap kegiatan sesama
orang Tionghoa di kecamatan ujung. Ini momen yang penting
umumnya bagi masyarakat parepare dan terkhusus untuk
masyarakat Tionghoa karena Parepare butuh pemimpin yang
bersih untuk lima tahun ke depan.”28
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak M. Syarif,
menunjukkan bahwa keikutsertaan pada pemilihan umum merupakan hal
yang wajib dilakukan. Ketelibatan masyarakat etnis Tionghoa dalam
pemilihan adalah hak yang diberikan untuk menentukan pilhannya. Selain
itu Pak loekito menjelaskan bahwa partisipasi pemilih etnis Tionghoa
selalu meningkat. Hal itu di sampaikan melalui wawancara sebagai
berikut
“Saya merasa bersyukur warga keturunan cina di parepare
selalu ikut tiap pemilihan walikota. Soal pilihan kami kembalikan
ke diri masing-masing. Kami selalu adakan sosialisasil atau
semacam pertemuan sesama orang cina. Kami juga bersyukur
karena sudah ada warga keturunan cina yang ingin berkiprah
duduk di dewan walaupun tidak terpilih. Ini langkah yang baik
bagi masyarakat Tionghoa sebagai motivasi agar bisa ikut
berpartisipasi dalam pembangunan parepare”29
28 Wawancara dengan M. Syarif pada tanggal 20 juli pukul 10.15
29 Wawancara dengan Bapak Loekito pada tanggal 14 juli pukul 09.00
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Selain sebagai tokoh masyarakat tionghoa parepare Pak Loekito
yang kini sebagai menjabat ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa
(PSMTI) Parepare punya peranan penting dalam meningkatkan
partisipasi pemilih dari keturunan Etnis Tionghoa.
Dalam menentukan pilihannya ada tiga pendekatan yang
mempengaruhi perilaku pemilih dari etnis tionghoa yaitu pendekatan
sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional dalam
menentukan pilihannya politiknya. Perilaku pemilih dalam menentukan
pilihan politiknya dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan
seseorang memilih kandidat atau calon yang ikut dalam pemilihan
tersebut. Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diuraikan dalam dalam
tiga pendekatan utama yaitu pendekatan pendekatan sosiologis,
pendekatan psikologis dan pendekatan rasional.
Pertama, dalam pendekatan sosiologis pada dasarnya
menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan kelompok sosial mempunyai
pengaruh yang cukup signifikan dalam menetukan perilaku memlih.
.pengelompokkan social ini misialnya berdasarkan umur, jenis kelamin,
agama, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam
membentuk perilaku memilih. Untuk itu pemahaman terhadap
pengelompokkan social baik secara formal seperti keanggotaan
seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi dan
sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga , pertemanan
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atau kelompok-kelompok kecil lainnya. Hal ini merupakan sesutau yang
vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini
mempunyai peranana besar dalam bentuk sikap presepsi dan orientasi
seseorang. Jadi keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok
social tertentu dapat mempengaruhi seseorang di dalam menentukan
pilihannya pada saat pemilu.
Selain pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis berusaha
untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
keputusan pemilu dalam jangka pendek atau keputusan yang diambil
dalam jangka singkat. Dalam pendekatan tersebut menjelaskan bahawa
seseorang warga berpartisipasi tertarik dengan politiknya, punya
kedekatan dengan calon atau kandidiat tertentu serta percaya bahwa
pilihannya dalam memperbaiki keadaan.
Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang menjadi
daya tarik pemilih yaitu isu dan kandidat. Isu berpusat pada pertanyaan;
apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan untuk memecahkan
persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan orientasi kandidat
mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa
mempedulikan label partainya. Disinilah para pemilih menentukan
pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional sebagai hal yang penting.
Pemilukada merupakan instrument politik yang sangat strategis
untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka
kepemimpinan kepala daerah. Legitimasi diartikan sebagai keabsahan,
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konsep penting dalam suatu sistem politik. Legitimasi diartikan sebagai
keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada
pada seseorang, kelompok, atau pengusaha adalah wajar dan patut
dihormati.
Perilaku politik adalah pikiran dan tindakan manusia yang
berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik
adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan
keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara,
gerak protes, lobbying, kampanye dan demontrasi). Penelitian ini
berusaha menganalisis bagaimana perilaku pemilih Etnis Tionghoa pada
pemilihan kepala daerah di kota Parepare pada tahun 2013 yang lalu.
Terkait dengan itu, penelitian ini mewawancarai masyarakar etnis
Tionghoa yang bertempat tinggal di kecamatan Ujung.
Pada umumnya perilaku politik sendiri ditentukan faktor-faktor
internal dari individu itu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan,
kehendak hati dan beberapa faktor eksternal seperti kehidupan
beragama, sosial, politik, dan ekonomi. Perilaku politik sebagai fungsi
dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik
sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka
perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial
ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan suatu
masyarakat tersebut.
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Berdasarkan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya
maka pada bab ini akan dijelaskan aspek yang menyangkut persoalan
perilaku pemilih dan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku
tersebut
2. Kecenderungan Pemilih Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala
Daerah
Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi
dimana rakyat secara langsung dilibatkan. Dalam pemilihan umum
partisipasti pemilih sangat sangat penting, karena sukses tidaknya
pelaksanaan pemilihan umum salah satunya adalah ditentukan
bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
pada pemilu tersebut.
Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah
kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif
dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan
pemerintah.
Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam
proses prmilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan
memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan
menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan
masyarakat secara umum.
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2.1 Pemilih Rasional
Pilihan rasional dalam penjelasannya yang mendasar melihat
perilaku politik yang mencakup pilihan-pilihan politik dan berbagai hal
yang mempengaruhinya. Sosiologi Perilaku memusatkan perhatian pada
hubungan antara pengaruh perilaku seorang actor terhadap lingkungan
dan dampak lingkungan terhadap perilaku aktor30
Buchanan dan Tullock 31menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan
rasional:
 Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan
utilitas (kegunaan). Hal ini berarti preferensi individu-nya akan
mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan
keuntungan dan meminimalkan biaya.
 Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal
tersebut dikenal sebagai metodologis individualisme dan
menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari
pilihan individu.
Sehingga pada kenyataannnya, terdapat sebagian pemilih yang
mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain
yaitu faktor situasional yang juga turut mempengaruhi pemilih ketika
menentukan pilihan politiknya pada pemilu.
30 George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, 2003, Hal. 356
31 imasarahnabila.blogspot.com/2013/09/teori-pilihan-rasional.html
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Hal ini disebabkan seorang pemilih tidak hanya pasif, terbelenggu
oleh karakteristik sosiologis dan faktor psikologis akan tetapi merupakan
individu yang aktif dan bebas bertindak. Menurut teori rasional, faktor-
faktor situasional berupa isu-isu politik dan kandidat yang dicalonkan
memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah
referensi pilihan politik seorang pemilih karena melalui penilaian terhadap
isu-isu politik dan kandidat dengan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang rasional, seorang pemilih akan dibimbing untuk
menentukan pilihan politiknya.
Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya
dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang
dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Sementara orientasi kandidat
mengacu pada persepsi dan sikap seorang pemilih terhadap kepribadian
kandidat tanpa memperdulikan label partai yang mengusung kandidat
tersebut.
Seperti hal yang diungkapkan oleh Pak Tarwin Ham dalam menilai
kandikat yang menggunakan cara memberikan money politics,
“Saya tidak akan memilih calon yang menggunakan cara-cara
yang tidak baik seperti money politik. Itu tandanya orang itu tidak
pantas untuk di pilih. Biarpun dia kaya saya tidak akan pilih. Sering
sekali terjadi hal seperti ini setiap diadakan pemilihan walikota dan
sudah membudaya”32
Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para
calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit-elit dengan
32 Wawancara dengan Pak Tarwin Ham pada tanggal 24 2017 pukul 11.00
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menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan
semata. Dan sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi
masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa
“berhutang budi” pada calon walikota yang memberikan uang tersebut.
Ketika Pak Tarwin Ham ditanya mengenai money politik,
menurutnya bahwa praktek politik uang pada proses demokrasi dianggap
suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya.
Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa money politics
secara normative harus dijauhi. Anehnya hal itu diakui masyarakat,
namun tidak ada yang protes.
Persoalan untung rugi dalam prespektif ekonomi yang menyangkut
untung rugi seorang pemilih, adalah tidak mengherankan pemilihan
walikota Parepare 2013 dengan menggunakan sebuah istilah yang
namanya money politik dimana yang memiliki kekayaan berlebih memiliki
peluang yang lebih besar untuk menang.
Lainnya hal dengan yang diungkapkan bapak Budi Tanunugraha.
Dia tidak ingin kandidat yang ia pilih kemarin dipublikasikan.
“Soal pilihan terlalu sensitif untuk dibahas apalagi saya ini orang
cina minoritas disini jadi saya minta maaf karena tidak
mengatakan pilihan saya. Tapi saya memilih calon dengan
melihat visi dan misi yang pro sama rakyat dan tentu ini pasti
berdampak pada kami selaku warga Parepare. Walaupun bukan
berasal orang cina tapi saya yakin calon tersebut bisa membawa
Parepare lebih sejahtera dari sekarang ini.33
33 Wawancara dengan Bapak Budi Tanu nugraha pada tanggal 25 juli 2017 pukul 09.00
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Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pak Budi Tanugraha
sebagai pemilih cerdas yang mempertimbangkan program yang akan
dijalankan oleh kandidat jika terpilih. Pernyataan pada penjelasan
sebelumnya mengisyaratkan bahwa telah terjadi perubahan nilai dalam
masyarakat dimana pemilih tidak lagi melihat etnik sebagai faktor
pendukung pemilih dalam menetapkan pilihannya.
Pendapat yang di ungkapkan oleh ibu Lily mangenai memilih
seorang kandidat berdasarkan agama:
“…agama bukan menjadi salah satu syarat untuk memilih
calon dan bukan juga karena adanya kesamaan etnis.
Dilihat dari lima calon yang ikut dalam pemilihan,
semuanya beragama islam baik calon walikota maupun
calon wakil walikota dan saya ini non-muslim. Saya orang
cina tidak memandang seseroang dari agamanya tapi
kinerjanya selama ini….”34
Berdasarkan wawancara diatas bahwa faktor agama dan etnis
bukan faktor yang wajib Bagi seorang pengusaha seperti ibu lily tidak
mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari etnis tionghoa. Etnis
tionghoa penuh perhitungan sebab dia mempunyai prinsip yang kuat
dalam memutuskan sesuatu.
Hal yang di ungkapkan Bapak Gassing Tang warga kecamatan
Ujung kelurahan Labukkang :
“Kalau ditanya soal memilih atau tidak, sebagai masyarakat
Parepare saya selalu ikut dalam pemilihan walikota parepare dan
sangat penting karena menyangkut masa depan kota Parepare”35
34 Wawancara dengan Ibu lily pada tanggal 17 juli 2017 pukul 09.50
35 Wawancara dengan Bapak Gassing Tang pada tanggal 12 juli 2017 pukul 16.00.
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Melalui pernyataan diatas menunjukkan kesadaran tinggi yang
diperlihatkan dari masyarakat etnis Tionghoa memberikan hak pilihnya
dalam pemilihan Walikota Parepare agar menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Demokrasi dalam sebuah Negara bisa dilihat seberapa
besar partisipasi masyarakat dalam ikut andil dalam pemilihan umum.
Setiap perhelatan demokrasi atau pemiihan umum yang
diselenggarakan memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik menjadi sebuah
sarana yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi
semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut
akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga
tinggi.
2.2 Pemilih Tradisional
Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat
tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang
kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan.
Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai
asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah
partai politik.
Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan
kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau
seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini
adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang
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nilai serta paham yang dianut. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih
yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye, loyalitas tinggi
merupakan salah satu cirri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis
ini.
Pemilih dalam hal ini lebih banyak menggunakan faktor
nonrasional dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan
suaranya. Masyarakat lebih menekankan aspek yang mereka rasakan
daripada pertimbangan logis. Dunia politik tidak seluruhnya bersifat
rasional dan logis. Fanatisme pemilih atas suatu partai politik atau
kandidat tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang rasional. Misalnya,
sikap yang bahkan rela mati demi suatu partai politik atau kandidat
adalah sikap yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Padahal justru
hal-hal seperti inilah yang seringkali kita temukan dalam kehidupan
politik.
Seperti yang diungkapkan ibu Eviyanti warga kecamatan Ujung
kelurahan Labukkang berkut hasil wawancaranya :
.”Saya pilih bapak Taufan Pawe karena dulu bertetangga dengan
dia jadi dekat. Saya punya hubungan baik dengan adiknya dan
sama-sama berasal dari SD khatolik. Orang tua dari bapak
Taufan Pawe dulu sering belanja disini, pak Taufan juga sering
belanja disini waktu SMA. Jadi saya sebenarnya tidak akrab
dengan pak Taufan Pawe tapi karna adiknya yang dua orang
itu.”36
Faktor kedekatan dengan calon atau keluarganya sangat
berpengaruh dalam menjatuhkan pilihan politik pemilih. Adanya
36 Wawancara dengan Ibu Eviyanti pada tanggal 26 juli 2017 pukul 20.00
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hubungan emosial antara keluarga pak Taufan Pawe dengan ibu Eviyanti
menujukkan pengaruh lingkungan masih sangat kuat untuk menjatuhkan
pilihan terhadap seorang calon atau kandidat.
Ibu Eviyanti yang harinya berkerja sebagai pengusaha penjual
campuran dan juga mengurusi rumah tangga, mengakui tidak terlalu
mengenal kandidat calon walikota tahun 2013, hanya dua yang ia kenal
yaitu pak Taufan dan calon dari petahana pak Sjamsu Alam. Saat
dijumpai ke kediamannya pada malam hari ia mengaku ikut dalam
pemilihan. Ibu Eviyanti juga memberitahukan bahwa tidak ada calon
ataupun tokoh masyarakat dari etnis Tionghoa untuk memilih salah satu
calon atau kandidat walikota.
2.3 Pemilih Kritis
Pemilih kritis merupakan masyarakat yang mempelajari dengan
sungguh-sungguh track record para calon dalam sistem politik yang sudah
berjalan selama. Terlebih jika calon merupakan petahana, masyarakat
tentu akan lebih mudah melakukan penilaian terhadap calon yang akan
dipercayakan suaranya.
Sangat mungkin bagi masyarakat untuk berperilaku krtis pada
pemilihan walikota tahun 2013 di kota Parepare jika melihat banyaknya
calon atau kandidat yang mengikuti pemilukada sesuai dengan dari asas
sistem pemilu dipilih oleh masyarakat sehingga banyaknya alternatif-
alternatif pilihan membuat Masyarakat akan selektif dengan berbagai
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program kerja dari para calon. Masyarakat hanya akan memilih calon
yang mempunyai program kerja yang berpihak terhadap masyarakat.
Sebailknya masyarakat akan menjatuhkan sangsi sosial bagi calon
yang telah gagal di dalam mengembangkan amanat dari masyarakat
dengan cara tidak lagi memilihnya di saat periode pemilu selanjutnya.
Tentunya Hal ini menjadi harapan bagi masyarakat untuk menentukan
serta memberikan partisipasi yang nyata kepada pembentukan calon yang
akan duduk di Pemeritahan.
Berikut hasil wawancara dengan bapak Jackson dalam pemilihan
walikota tahun 2013.
“Saya memilih dari track record seorang calon. Apa yang dia
perbuat untuk Parepare dan dekat sama rakyatnya. Masing-
masing orang cina pasti berbeda cara pandangannya dalam
memilih. Kalau kita sekeluaga siapapun yang terpilih agar
kiranya jabatan yang diemban dipergunakan dengan sebaik-
baiknya untuk kepentingan warga parepare”37
Dari hasil wawancara dengan pak Jackson menunjukkan betapa
pentingnya track record seorang kandidat. Menurutnya ini menjadi
penting untuk dijadikan penilaian ataupun pertimbangan dalam memilih
kandidat. Masyarakat etnis Tionghoa di Parepare memang identik
dengan pengusaha. Profesi sebagai pengusaha memang ditekuni sejak
lama. Wajar saja kalau penggerak ekonomi di parepare di dominasi
masyarakat etnis tionghoa.
37 Wawancara dengan Bapak Jackson pada tanggal 16 juli 2017 pukul 10.00
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2.4 Pemiih Skeptis
Pemilih skeptis adalah Jenis pemilih ini sangat kecil orientasi
mereka pada ideologi maupun kibajakan partai atau kandidat. di sinilah
berkumpulnya para golongan putih (golput). Mereka tidak berperhatian
pada platfrom parpol, malas turut berpartisipasi dalam prosesi politik,
sudah tidak percaya lagi dengan pemimpin. Siapapun yang memimpin,
bagi mereka tak akan mampu memberi perubahan atau harapan untuk
mereka. Kalau pun memilih di TPS, mereka akan nyoblos sesukanya
tanpa kenal siapa yang dipilih.
Partai atau kandidat butuh perjuangan ekstra untuk merebut
perhatian jenis pemilih skeptis. Proses literasi politiknya harus dilakukan
berkesinambungan, supaya mampu menekan angka golput saat pemilu.
Ini bukan tanggungjawab parpol atau kandidat saja, tapi juga tanggung
jawab kita sebagai warga untuk turut serta memberi edukasi politik bagi
siapapun di lingkungan kita untuk melek politik.
Berikut hasil wawancara dengan Ibu Stephanie warga
kecamatan Ujung:
“Kami kaum minoritas disini. Keluarga tiap harinya membuka toko
menjalankan usaha pagi, siang, dan malam. Persoalan politik
kami tidak terlalu ikut campur. Mungkin ini budaya orang cina
disini, tidak ingin terlibat langsung. Bisa dibilang kalau rata-rata
orang cina acuh dalam urusan politik. Tapi saya bersama dengan
keluarga selalu ikut dalam pemilihan, Cuma sekedar ikut memlih
saja karena siapapun yang terpilih tidak terlalu berpengaruh
terhadap saya.”38
38 Wawancara dengan  ibu Stephanie pada tanggal 19 juli 2017 pukul 11.00.
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Ibu Stephanie yang mengaku seorang pengusaha tidak terlalu
tertarik dengan informasi secara umum termasuk dalam perkembangan
politik saat ini. Sikap yang apatis politik masyarakat seperti ini karena
ketidakyakinan adanya perubahan dan hal ini harus dicegah dengan cara
melakukan pembinaan kepada masyarakat tetang politik secara benar.
Adanya kecenderungan bersikap masa terhadat siapun calonnya
apapun program yang ditawarkan. Jika derajat pendidikan pemilih tinggi
tinggi, biasanya kecenderungan untuk bersikap skeptis justru
dilatarbelakangi oleh keluasan referensi mengenai kontestan dan atau
Parpol pengusung. Kalkulasi untuk bersikap skeptis didasari oleh
kemuakan akan kondisi dan situasi terkini yang dianggap belum
memenuhi ekspektasi. Tak jarang pemilih skeptis merupakan mantan
pemilih kritis-rasional yang frustrasi terhadap keadaan negatif yang
diklaimnya stagnan.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Etnis Tionghoa Di
Kecamatan Ujung Kota Parepare Tahun 2013
Pemilihan umum merupakan salah satu proses politik yang
melibatkan dan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai
tokoh utama memiliki peranan penting salah satunya adalah partisipasi
dalam masyarakat dalam politik yang merupakan implimentasi dari salah
satu ciri demokrasi dimana rakyat diikutsertakan menentukan arah dan
kebijakan yang akan dijalankan.
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Karena itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara
positif dalam sistem politik yang ada. Pilihan politik masyarakat etnis
Tionghoa terhadapat pemilu tidak hadir begitu saja akan tetapi
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
3.1 Minoritas
Representasi politik merupakan suatu hal yang fundamental dalam
negara demokrasi. Akan tetapi, representasi politik juga menjadi suatu
titik lemah dari demokrasi itu sendiri. Terkadang dengan adanya
representasi politik, maka suatu tirani dapat tercipta, baik itu tirani
mayoritas maupun tirani minoritas. Selain itu, representasi politik suatu
kelompok tertentu seringkali diisi oleh kelas-kelas elit dari kelompok yang
diwakili. Dengan demikian, representasi bisa saja terbentuk dengan cara
yang tidak demokratis.
Representasi politik minoritas pada umumnya akan tercipta jika
pihak pemerintah, partai politik dan mayoritas dapat memberi ruang gerak
bagi politik minoritas. Sementara itu, politik minoritas hanya dapat
terwujud jika kelompok minoritas benar-benar berpartisipasi dalam dunia
politik di wilayah domisili mereka. Partisipasi politik minoritas sendiri tidak
akan terwujud jika hak minoritas tidak didukung oleh perilaku pemerintah,
partai politik dan kelompok mayoritas yang menguntungkan. Tanpa
adanya partisipasi politik minoritas dan dukungan dari lingkungan domisili
minoritas itu sendiri, maka representasi politik minoritas dapat dipastikan
tidak berarti.
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Dalam hal realisasi representasi politik, hak minoritas menjadi
suatu yang terkadang terlupakan. Suatu representasi politik yang
demokratis, pada umumnya dapat mempersulit partisipasi politik minoritas
yang seharusnya justru dilindungi. Oleh karena itu, hak minoritas untuk
terwakili dan untuk memperjuangkan representasi mereka menjadi suatu
bahasan menarik dalam setiap negara yang menganut paham demokrasi.
Di dalam kenyataannya, representasi politik minoritas seringkali sulit
untuk terwujud. Hal itu karena minoritas terkadang tidak berpartisipasi
dalam proses ritual demokrasi di dalam entitas wilayah domisili mereka.
Akan tetapi, suatu representasi politik minoritas yang proporsional
tetap menjadi suatu hak bagi kelompok minoritas dan kewajiban bagi
pemerintah dan partai politik. Oleh karena itu, pihak pemerintah
diharapkan memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi kelompok-
kelompok minoritas di wilayahnya. Kebijakan yang menguntungkan, yang
paling populer di dunia ketiga adalah pemberian kuota-kuota keterwakilan
kelompok tertentu dalam daftar calon anggota senat, parlemen dan
dewan-dewan lokal
Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Parepare
dimana saling membaur dengan etnis lainnya. Etnis Tionghoa juga sering
disebut kelompok minoritas berdasarkan kuantitas sebab jumlah
masyarakatnya tidak begitu banyak. Pemilih etnis Tionghoa menganggap
dirinya tidak begitu diperhitungkan dalam pemilihan umum. Sehingga
sikap apatis muncul dalam diri mereka terlihat pada hasil wawancara
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dengan ibu Stephanie bagaimana sikap acuh masih terjadi dalam
masyarakat etnyanis Tionghoa.
Hal ini menjadi reaksi atas sikap pemimpin yang dipilihnya
menurutnya tidak akan membawa perubahan baginya dalam hal
kehidupan ekonomi. Pemilih etnis Tionghoa juga menutup diri terhadap
permasalahan mengenal politik atau isu kebijakan yang berkembang saat
ini.
3.2 Rasional
Dalam menjatuhkan pilihannya, kecenderungan pemilih etnis
Tionghoa lebih ke arah rasional dengan melihat program visi dan misi
seorang calon atau kandidat. Pemilh etnis Tionghoa memilih seorang
kandidat tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi
kepentingan dasarnya.
Seseorang berperilaku rasional yakni menghitung bagaimana
caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal dengan
memberi perhatian pada dinamika ekonomi-politik, sehingga asumsinya
pilihan politik banyak dibentuk oleh evaluasi atas kondisi ekonominya.
Kehidupan etnis Tionghoa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan
ekonomi di Parepare sebab pemukiman pemilih etnis Tionghoa berada di
pusat kota Parepare. Masyarakat etnis Tionghoa cenderung berpikir
bagaimana seorang kandidat dapat membantu mencapai kepentingan
ekonomi. Bila keadaan ekonomi pemilih etnis Tionghoa dibawa
pemeritahan sekarang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya maka
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pemilih tersebut cenderung akan memilih calon atau kandidat yang
sedang memegang pemerintahan sekarang.
Pemilih rasional menggunakan pemikiran logis untuk menentukan
pilihannya. Apabila seorang calon atau kandidat tidak punya visi dan misi
tidak sesuai dengan pemikirannya maka, mereka akan beralih ke calon
yang memiliki visi dan misi sesuai yang diharapkannya tanpa melihat dari
segi etnis, agama, dan lainnya.
A. Sosialisasi
Proses sosialisasi menjadi sangat penting dalam menentukan
perilaku memilih masyarakat Tionghoa. Dengan adanya sosialisasi
pemilih dapat mengetahui calon atau kandidat yang ikut dalam pemilihan
kepala daerah. Dimana pemilih memperoleh pengetahuan tentang
masalah politik dan bagaimana pengetahuan tersebut berpengaruh
terhadapat pilihan politiknya. Sebagian informan mengatakan
pengetahuan yang mereka miliki tentang politik mereka dapatkan dari
lingkungan keluarga, sahabat, dan orang-orang sekitarnya tempat
dimana mereka tinggal.
Informan juga memproleh infomasi dari media massa seperti
Koran, majalah, media online dan televisi. Selain memberikan informasi
tentang politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang
dianut oleh masyarakatnya. Ada kecenderungan calon atau kandidat
menjadikan media sebagai proses sosialisasi politik mereka.
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Melalui proses sosialisasi diharapapkan dapat menambah
informasi dan pengetahuan pemilih tentang profil calon terutama jika ada
calon tidak terlalu populer. Seperti yang dilakukan pengurus PSMTI
(Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) dimana mereka tiap
tahun mengadakan sosialisasi sesama etnis Tionghoa untuk menyikapi
hal-hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan politik di kota
Parepare.
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BAB VI
PENUTUP
1. Kesimpulan
Penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan hasil dari penelitian skripsi
yang berjudul Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa DI Parepare Pada
Pemilihan Walikota Tahun 2013 sebagai berikut :
1. Kecenderungan perilaku pemilih etnis Tionghoa ke pemilih rasional
dibandingkan dengan pemilih trasional, kritis, dan skeptis.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemilih etnis Tionghoa
 Faktor minoritas. Dimana terjadi pemilih yang apatis, sikap acuh
terhadap permasalah politik karena dianggap minoritas dalam
sebuah wilayah tersebut dan mengganggap siapapun yang terpilih
tidak akan berpengaruh terhadap kehidupannya
 Faktor rasional. Pemilih rasional akan memilih seorang kandidat
jika keadaan ekonomi pemilih etnis Tionghoa dibawa pemeritahan
sekarang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya maka
pemilih tersebut cenderung akan memilih calon atau kandidat
 Faktor sosialisasi. Etnis tionghoa mendapatkan informasi
mengenai calon dari proses sosialisasi. Dimana informasi tentang
kandidat dapat mudah diketahui melalui media seperti, majalah,
koran, dan televisi.
89
2. Saran-saran
1. Perlu diadakannya pendidikan politik kepada masyarakat etnis
Tionghoa di kota Parepare agar dalam menjatuhkan pilihan tidak
memilih figur hanya berdasarkan kedekatan ataupun hanya sekedar
memilih saja tetapi harus juga melihat visi dan misi serta kelayakan
figur tersebut.
2. Perlu diberi pemahaman bahwa pemilih etnis Tionghoa punya
kedudukan yang sama dengan pemilih Pribumi dan tidak ada
perbedaan antara pemilih etnis Tionghoa dengan pemilih Pribumi.
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